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- ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dialektika Normativitas dan Historisitas dalam
Pendidikan Islam (Memahami Epistemologi Kurikulum)”. Yang meneliti tentang
pendidikan islam dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana problem
dialektika normatifitas dan historisitas dalam pendidikan Islam. Kedua,
bagaimana alur epistemologi kurikulum yang dibangun dalam pendidikan Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Reseach). Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk memahami dialektika
antara normativitas dan historisitas dalam pendidikan Islam yang didekati dengan
epistemologi Islam dan untuk mengetahui alur epistemologi kurikulum yang
merupakan bagian dari alat mencari sintesis dari hasil pertelingkahan dialektika
dalam pendidikan Islam.

Untuk memperoleh sintesa, penulis menggunakan metode Critical
Discourse Analysis (CDA). Karena medan garap obyek, yang boleh dikata cukup
berat, maka pisau ini akan difungsikan tidak sekadar meraba sisi kulit luarnya an
sich dengan data-data manifesnya, namun lebih jauh akan meraba hal-hal laten
yang melingkari obyek, yang selama ini lupa atau tak terfikirkan oleh umumnya
kalangan peneliti. Penelitian ini jenis penelitiannya adalah Library Research .

Dalam penelitian ini penulis menghasilkan dua jawaban sesuai rumusan
masalah. Pertama, Problem dielektika normativitas dan historisitas dalam
pendidikan Islam adalah beroperasinya dominasi beban-beban ideologis-eksklusif
yang potensial dalam agama. Problem titik temu antara yang normatif dan yang
historis ini tidak semudah memberi terminologi antara mana yang salah dan yang
benar. Selanjutnya, dijadikan untuk cara mengukuhkan kebenaran satu pihak dan
menegasikan pihak lain dalam konteks keberagamaan (afirmasi dan negasi).
Itulah yang kemudian disebut dialektika. Hasilnya adalah final bahwa pendidikan
agama Islam masih jauh dari ranah dialektis, di mana klasifikasi dan normalisasi
ini selanjutnya distandarisasi oleh piranti disiplin dalam ruang institusional
pendidikan yang mewujud pada formalisasi pendidikan dan disiplin dalam ruang
keilmuan (epistemologis) yang mewujud pada arahan-arahan ilmiah yang
obyektif atas aspek-aspek keberagamaan. :

Kedua, Epistemologi kurikulum telah memberi Implikasi yang dapat
dilihat dari minus dialektika di dalam realitas pendidikan Islam saat ini: Seperti,
munculnya fanatisme keagamaan, diskriminasi yang merupakan suatu cara
pandang yang keliru terhadap fenomena agama lain yang berbentuk apologi, a-
priori, diskriminatif, standar ganda, atau curiga dan yang terakhir, konflik antar
agama dan antar golongan dalam agama. Jadi kurikulum pendidikan islam masih
perlu adanya shock terapy pada epistemologinya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya diorientasikan sebagai sarana pencerdasan dan
media pemberantasan kebodohan. Dalam praktiknya, pendidikan niscaya menjadi
suatu upaya untuk memanusiakan manusia (humanisme). Menghadirkan
kesadaran kritis sepenuhnya kepada peserta didik dan menyemai khasanah
pengetahuan secara dialogis. '

Orientasi dasar pendidikan ini kemudian dimatrikasi dan mengalami
banyak penerjemahan ke dalam bentuk-bentuk institusi keagamaan. Tidak
terkecuali agama Islam, yang kemudian mempunyai konsep pendidikan sendiri.
Agama Islam pada porsi institusi mencoba memberi apresiasi terhadap makna
dasar pendidikan secara umum ke dalam paradigma pendidikan yang lebih
perspektif yaitu pendidikan Islam.

Sehingga, bila diselidiki secara seksama, pendidikan Islam seolah
mempunyai ruh sendiri untuk menempatkan tata cara dan aturan berkehidupan
manusia dalam satu bingkai khasanah ke-Islaman. Maka dari itu di dalam
perjalanan, pendidikan Islam ini membutuhkan alat yang bisa disebut

‘kurikulum’.  Dari kurikulum ini, sedapat mungkin muncul interpretasi

! M. Zumrotul Abidin, Revolusi Freire, dalam harian Surabaya Post 31 Januari 2010, h. 6



pemahaman yang lebih subtansial dan tepat sasaran sebagai sarana pencerdasan
manusia. Baik dalam ranah normatifitas maupun historisitas.

Pasalnya, di dalam pendidikan Islam selama ini masih belum ada
perimbangan dalam meramu sebuah kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam
masih jauh dari sentuhan dialektika antara ranah normativitas dan historisitas.
Dalam arti, menjangkau daripada fakta sosial-kultur tanpa kemudian menafikan
sisi religius. Misalnya, kegiatan pendidikan agama Islam yang selama ini
berlangsung di sekolah masih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan
teoritis (normativitas) keagaman yang bersifat kognitif semata dan amalan-
amalan ibadah praktis. Pendidikan Islam masih belum bisa concern terhadap
bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi ‘makna’ dan
‘nilai’ yang perlu diinternalisasikan pada diri siswa lewat berbagai cara, media
dan forum di realitas sosial (historisitas).?

Untuk menjembatani situasi problematis itu, penulis berpendapat perlunya
mengudar kembali kerangka metodologis dari epistemologi kurikulum pendidikan
Islam tersebut. Cara mendekatinya dibutuhkan satu garis epitemologis yang
menghantarkan pada penerjemahan secara utuh antara yang normatif dan yang
historis-empiris. Sehingga, dapat memunculkan konsep kurikulum yang pas
sebagai penyambung lidah out put peserta didik. Epistemologi kurikulum tersebut

harus didekati tidak lain dengan epistemologi Islam itu sendiri.

? Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 90.



Melalui epistemologi Islam di harapkan mampu mendekatkan paradigma
konseptual sebuah kurikulum pendidikan Islam yang utuh dan tepat sasaran.
Dialektika yang belakangan penulis sebut dengan ‘dialektika dinamis’ antara yang
‘normatif’ dan yang ‘historis’ dari konsep mempelajari Islam ini sedapat mungkin
mampu menghasilakan tolok ukur perangkaian kurikulum.

Sebab, apabila dilihat dari aspek sejarah pengetahuan, kemunduran ilmu
pengetahuan dalam dunia Islam setelah masa keemasannya pada abad ke-8
sampai ke-12 Masehi lebih disebabkan karena titik tekan epistemologi Islam yang
masih cenderung mengarah secara tajam ke wilayah idealisme dan rasionalisme.
Tanpa peduli terhadap empirisme kalau tidak juga dikatakan lebih menajam ke
arah normativitas ajaran wahyu — sebagai salah satu bentuk kongkrit dari intuisi —
dari pada rasionalisme atau empirisme.

Begitu sebaliknya, apabila dicermati secara lebih kritis dan seksama,
ketertinggalan dan keterbelakangan umat Islam dewasa ini — sebagai dampak dari
gejala malaise (kelesuan) — sebenarnya berawal dari adanya ‘kerapuhan’
metodologis dan intelektual mereka. Dalam hal ini, sistem pedidikan Islam
dianggap oleh banyak pihak sebagi faktor determinanasi dari akibat gejala
tersebut. Anggapan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa degradasi fugsional yang
dialmi pendidikan Islam dinilai jauh lebih parah dibandingkan dengan hal serupa
yang dialami oleh sistem pendidikan lain yang tidak secara lugas memasukkan

dimensi keagamaan (Islam).



Memang harus diakui bahwa hingga kini pendidikan Islam masih berada
dalam posisi problematik antara ‘determinisme normatif-historis’ dan ‘realisme
praksis’. Disatu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa keluar dari
idealisme kejayaan pemikiran .dari peradaba Islam masa lampau yang begitu
hegemonik. Sementara di sisi lainnya, pendidikan Islam juga dipaksa untuk mau
menerima tuntutan-tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan
orientasi yang sangat praksis dan positivis.

Dalam dataran historis-empiris, kenyataan tersebut seringkali
menimbulkan dualisme dan polarisasi sistem pendidikan di tengah-tengah
masyarakat muslim sehingga agenda transformasi sosial yang digulirkan seolah
berfungsi hanya sekedar ‘tambal-sulam’ saja. Oleh karena itu, tidak
mengherankan apabila di satu pihak sistem pendidikan Islam terkadang masih
tampil tradisional dengan baju lama (the old fashion), sementara di pihak lainnya
juga mucul sistem pendidikan Islam yang begitu ‘vulgar’ modern materialistik-
sekuleristik.’

Kesalahan pemahaman konseptual ini diakibatkan juga penerimaan
pemahaman secara normatif saja dari sebuah proyek perkembangan modernitas
yang kompleks akan jebakan ideologis.

Maka dari itu, cara pandang normativitas Islam yang menajam tersebut
secara otomatis masih menjadi tolok ukur untuk merumuskan epistemologi

kurikulum dalam pendidikan Islam. Dapat dipahami kemudian, parsialisasi

3 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 4-5.



pemahaman epistemologi kurikulum pendidikan Islam seolah dianggap sebagai
hal yang niscaya, dengan berbagai alasan pembuktian transendental dan positivis
sebagai berikut:

Pertama, adanya keyakinan tentang kebenaran universal yang bersumber
dari paradigma positivisme.* Positivisme pola pikir sesungguhnya didasarkan
pada perpaduan harmoni antara rasionalitas dan pembuktian dalam pengalaman
realitas (empirik). Rasionalitas-empirik (empirico-rational) telah lama menjadi
standar baku bagi berbagai penelitian ilmiah yang diakui di dunia akademis dan
menjadi semacam alat paling absah untuk menganalisa berbagai obyek di ruang
sosial dan di wilayah pengetahuan sains.

Kaidah-kaidah disipliner pun dibuat sebagai frame akademis agar tidak
jauh keluar dari standarisasi ilmiah. Apabila ada kajian yang tidak meletakkan
standar ilmiah atas dasar paradigma positif, tidak akan dianggap obyektif dan
selanjutnya akan ditolak karena dianggap sebagai hasil yang tidak bertanggung

jawab. Karena standarisasi ilmiah yang didasarkan pada paradigma positivisme

* Positivisme merupakan mazhab filsafat yang memiliki orientasi ilmiah pada warsa 30-an
dan 40-an. Tujuannya adalah untuk menggusur sebagian besar filsafat dan agama sebagai sesuatu yang
tidak bermakna dengan menetapkan verifikasi dan untuk menegaskan kembali serta menyelesaikan
persoalan-persoalan yang tersisa dengan menggunakan bahasa formal yang ketat. Jadi, “Tuhan ada”
dan “Tuhan tidak ada” sama-sama tak bermakna karena tidak dapat diverifikasi. Lebih lanjut lihat Paul
Rabinow, Pengetahuan dan Metode: Karya-karya penting Foucault, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h.
13.

Istiah Positivisme mengacu pada salah satu aliran dalam sejarah filsafat Barat modern abad
ke-19 di Prancis yang dirintis oleh Aguste Comte. Ia berpandangan bahwa pengetahuan yang benar
hanyalah pengetahuan tentang yang faktual. Pengetahuan yang melampaui fakta, yakni metafisika,
moral, teologi, estetika dst., tidaklah sahih. Degan kata ‘positif® yang dimaksud bukanlah dalam arti
normatif (yaitu ‘baik’), melainkan dalam arti ontologis, (yaitu ‘ada’). Sesuatu itu ‘positif* bearti bahwa
sesuatu itu ‘ada’ karena bersifat faktual, sedangkan fakta hanya dibatasi pada hal-hal yang dapat
diobservas secara inderawi. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 299.



merupakan satu-satunya acuan menuju kerangka obyekifitas dalam pendidikan
Islam. Dengan demikian, rasional-empirik (paradigma positivisme) adalah
pondasi atas strukturasi disiplin yang dibuat dalam pendidikan Islam.

Kedua, karena bangunan yang dibakukan oleh paradigma positivisme dan
batas aturan yang dibuat oleh dunia modern adalah keteraturan dan harmonisasi.
Maka masyarakat pendidikan harus mampu untuk menyerap makna disiplin teks
dan berlaku tekstualisasi dalam menyikapi setiap persoalan kehidupan
(normativitas). Aturan-aturan disipliner inilah yang diyakini bersama sebagai
mekanisme menuju sebuah keteraturan, dimana masyarakat harus berfungsi sesuai
dengan struktur sosial yang telah ada. Secara sosiologis, perangkat ini kemudian
dileghitimasi oleh teori sosial strukturalisme-fungsional yang diwariskan oleh
August Comte, Emile Durkheim dan dicanggihkan oleh Talcot Parson.’ Dunia
pendidikan sebagai miniatur masyarakat harus pula menjadikan fungsionalisme
sebagai landasan berperilaku. Yang baku itulah yang verbal dan harus di telan
mentah-mentah.

Maka dari itu, paling tidak di dalam kurikulum pendidikan Islam harus
ada pembongkaran epistemologis. Melalui landasan hierarkis epistemologi Islam
setidaknya ada jalan dialektika. Dari pertelingkahan dialektika, kurikulum harus
bisa lebih bersifat problematik, strategis, antipatif dan aplikatif untuk

memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia.

3 Zainuddin Maliki, Narasi Agung, (Surabaya: LPAM, 2004), h. 24



Sehingga, kurikulum pendidikan Islam benar-benar bisa diorientasikan
dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masa kini, masa akan datang
yang berkorelasi dengan pembangunan sosial, kesejahteraan masyarakat, budaya
dengan konteks global, teknologi informasi. Program kurikulum pendidikan
Islam, perlu diorientasikan pada learning competency (competency knowledge,
skill, ability dan sosial-kultural), relevan dengan kebutuhan otonomi daerah dan
bersifat lentur serta adaptif terhadap perubahan.

Dengan begitu, pendidikan Islam akan membangun konsep pendidikan
yang dapat mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas yang
dilandasai dengan nilai-nilai ilahiyah, kemanusian (insaniyah), masyarakat,
lingkungan dan berbudaya.

Konsep pendidikan yang integralistik, secara utuh berorientasi pada nilai-
nilai ketuhanan (rabbaniyah-ilahiah), nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah) dan
alam (alamiyah) pada umumnya sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan
kehidupan rahmatan lil ‘alamin.

Konsep pendidikan humanistik, pendidikan yang berorieintasi dan
memandang manusia sebagai manusia (humanisasi) dengan menghargai hak-hak
asasi manusia, hak untuk menyuarakan pendapat, mengembangkan potensi
berpikir, berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Konsep pendidikan pragmatis, memandang manusia sebagai makhluk fungsional
yang perlu melangsungkan, mempertahankan, mengembangkan hidupnya baik

secara jasmani maupun rohani serta mewujudkan manusia yang sadar akan



kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan memiliki kepekaan terhadap masalah-
masalah kemanusiaan.

Konsep pendidikan berakar pada budaya, dapat mewujudkan manusia
yang memahami eksistensinya dengan memiliki kepribadiaan yang unggul, harga
diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya
sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.

Dari kerangka ini, maka kompetensi yang dikembangkan dalam proses
pendidikan Islam harus berbasis kepada kompetensi nilai-nilai ilahiyah,
knowledge, skill, ability, sosial-kultural dan secara operasional dapat terintegrasi
dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan
ikut serta melakukan perubahan.

Dengan demikian, perubahan pendidikan Islam tidak bersifat tambal
sulam yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara,
tetapi harus merupakan upaya strategis, terencana dan menyeluruh sehingga dapat
mewujudkan peningkatan kualitas iman ilahiyah yang aplikatif, pengetahuan dan
keterampilan professional, pendidikan sebagai proses pembebasan, proses
pencerdasan dan mewujudkan peserta didik berwawasan integrative, proses
pemberdayaan potensi manusia, menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan
manusia demokratis serta menghasilkan manusia cinta perdamaian dan perduli
lingkungan. Intinya, pendidikan Islam harus berupaya untuk membangun
pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat

madani Indonesia.



Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan
judul:
“Dialektika Normativitas dan Historisitas dalam Pendidikan Islam
(Memahami Epistemologi Kurikulum) ”

Diharapkan dengan penelitian ini nantinya dapat meningkatkan mutu

pendidikan.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problem dialektika normatifitas dan historisitas dalam pendidikan
Islam?
2. Bagaimana alur epistemologi kurikulum yang dibangun dalam Pendidikan

Islam?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dialektika antara normativitas dan historisitas dalam
pendidikan Islam yang didekati dengan epistemologi Islam.

2. Untuk mengetahui alur epistemologi kurikulum yang merupakan bagian dari
alat mencari sintesis dari hasil pertelingkahan dialektika dalam pendidikan

Islam.

. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:
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1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pada penelitian
berikutnya, khususnya yang menyangkut kritik atas parsialisasi pemahaman
terhadap pendidikan Islam yang membawa beban keterputusan antara teks dan
realitas.

2. Kegunaan Secara Praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk alternatif
disain kurikulum pendidikan yang ramah terhadap realitas, sehingga dapat
memfungsikan pendidikan sebagai sarana pencerdasan dan media
pemberantas kebodohan, baik di ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik.

E. Definisi Konseptual
Dialektika : Dialektika yang dimaksud dalam skripsi ini lebih pada sebuah
metode filsafat yang ditemukan G.W.F. Hegel dalam mencari
sintesis kebenaran. Dialektika berarti sesuatu itu hanya benar
apabila dilihat dengan seluruh hubungannya. Dan hubungan
ini berupa negasi. Hanya melalui negasi sebuah permasalahan
bisa maju, bisa mencapai keutuhan.® Sedangkan dalam skripsi
ini, wilayah Dialektika itu ada pada antara normatifitas dan
historisitas pendidikan Islam. Secara idealistik, dua frame
yang berbeda itu seharusnya berpagut mesra dalam

kesejajaran pola nalar ber-Islam.” Dialektika dinamis antara

¢ Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan
Revisionisme, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 60-61.

7 Lihat Amin Abdullah, Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. vii.



Normativitas
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‘yang normatif® dan ‘yang historis’ ini pada gilirannya
menjadi main set pergulatan pemikiran pendidikan Islam.

Salah satunya ada pada epistemologi kurikulum.

: Normativitas adalah dimensi kewahyuan ‘yang seharusnya’

mampu menjadi dasar utuh dalam berkehidupan. al-Qur’an
dan Hadist adalah bentuk aturan yang sebenarnya sudah
mampu menyelesaikan persoalan di bumi. Di dalam dimensi
normatif ini, segala aturan, norma, dan nilai sudah menjadi
semacam panduan komprehenship.

Namun, setelah sampai pada realitas sosial, tidak jarang
dimensi rormatif ini menjadi problem. Di sinilah sebenarnya
titik pangkal regulasi dilaektika itu harus di tekankan. Dalam
hal ini pergulatan antara tradisi (af turast) dan pembaharuan
(at tajdid) yang mengacu pada realitas adalah salah satu
implikasi spesifik dari hasil pertelingkahan terus-menerus
antara normatifitas dan historisitas, baik dari sisi bayani yang
melahirkan fragmentasi aturan hukum (Figh), irfani yang
melahirkan fragmentasi spiritualitas (sufisme) maupun dari
sisi Burhani yang menelurkan pola pemikiran filosofis-Islam

di tengah-tengah penghayatan dan pemikiran atas Islam.®

® Muhammad Abid Al Jabiri, Takwin al Aql al Araby, (Beirut: Markaz Dirasah al Wihdah al

Arabiyah, 1991), h. 127
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: Historisitas Islam adalah bentuk peniscayaan penghadiran

kembali gugusan historiografi pemikiran dan dinamika
masyarakat Islam secara historis, baik pada masa lalu, masa
kini dan juga di masa depan. Inilah yang disebut historisitas
Islam. Sebuah prilaku manusia sesungguhnya setelah
bersentuhan dengan alam semesta dengan mencoba
mengamalkan panduan normatif. Keduanya, normatifitas dan
historisitas secara idealistik seharusnya berpagut mesra dalam

kesejajaran pola nalar ber-Islam.’

: Hal-hal yang ada dalam kesadaran (keyakinan, gagasan, fakta,

bayangan, konsep, paham, pendapat) yang dibenarkan dengan
cara (mekanisme) tertentu dan dipandang sebagai sesuatu
yang benar.'® Ranah konseptual inilah yang juga ada dalam
paradigma kurikulum pendidikan Islam, yaitu epistemologi
kurikulum pendidikan Islam. Bagaimana konsep utuh dalam
kurikulum pendidikan Islam, itulah epistemologi kurikulum.
Karena yang dibahas dalam skripsi ini tentang pendidikan
Islam, maka epistemologi kurikulum sangat dekat dengan

epistemologi Islam itu sendiri.

® Lihat Amin Abdullah, Studi Agama: .., h. 56
1 | oren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 803
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Pendidikan Islam : Bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama
Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama
(kepribadian muslim) menurut ukuran-ukuran Islam.
Kepribadian muslim yaitu kepribadian yang memiliki nilai-
nilai agama Islam dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-
nilai Islam.!" Usaha yang lebih khusus ditekankan untuk
mengembangkan fitrah keberagamaan (religiusitas) subyek
didik agar mampu memahami, menghayati dan mengamalkan
ajaran-ajaran Islam.
F. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Library Research (penelitian
kepustakaan).
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian Library Research ini terilhami oleh peneliti-peneliti terdahulu
yang mencoba mengangkat sebuah gagasan baru dengan perangkat analalisa
pemikiran tokoh maupun paradigma pemikiran filsafat kontemporer. Salah
satunya adalah skripsi M. Kodim angkatan 2000 dari jurusan PAI dengan judul
“Pendisiplinan Pola Pikir Dalam Pendidikan Islam (Memahami Taktik Kuasa
Pengetahuan)”. Penelitian ini meneliti konsep sistem pendidikan Islam yang sarat
dengan dominasi pendisiplinan kekuasaan dengan pendekatan filsafat

kontemporer postmodern Michel Foucolt.

' Nur Uhbiyati, /imu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 9
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H. Metode Penelitian
Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan
untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan
permasalahan pada judul maka penulis mengumpulkan semua data dalam suatu
daftar yang mempergunakan perangkat-perangkat metodologis dan menganalisa
semua data yang terkumpul. Adapun perangkat-perangkat metodologis yang
dimaksud adalah:
1. Data yang dikumpulkan
Data-data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan (library
research), ini ada antara lain:
a. Data tentang dialektika normatifitas dan historisitas dalam pendidikan
Islam.
b. Data tentang kerangka epistemologis dalam melacak kurikulum yang
dibangun dalam pendidikan Islam
2. Sumber dan jenis data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana
data dapat di peroleh.'?
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini di kumpulkan dari
sumber data sebagai berikut:
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan naskah-

naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu:

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107
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a. Data primer:

Adapun sumber data primer yang akan dijadikan rujukan adalah:

Studi Agama Normativitas Atau Historisitas? karya Amin
Abdullah; Paradigma Pendidikan Islam karya Muhaimin; Arah Baru
Pengembangan Pendidikan Islam karya Muhaimin; Pendidika Islam
Transformatif karya Mahmud Arif; Nalar Spiritual Pendidikan karya
Abdul Munir Mulkan; Nuansa Baru Pendidikan Islam karya Muhaimin
Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis
karya Franz Magnis Suseno. Ideologi Pendidikan Islam Paradigma

Humanisme Teosentris, karya Acmadi.

b. Data sekunder:

Sejarah Pendidikan Islam karya Samsul Nizar; Aktualisasi Nilai-
Nilai al Quran karya Said Agil Husin Al Munawar; /lmu Pendidikan
Dalam Prespektif Islam karya Ahmad Tafsir; C. Asri Budiningsih, Belajar
Dan Pembelajaran; Abdurrahman An Nahlawi, Prinsip-Prinsip Dan
Metode Pendidikan Islam. Kapitalisme Pendidikan: antara Kompetisi dan
Keadilan karya Francis Wahono; Jurnal Gerbang Edisi Studi Tentang
Studio Agama No. 13 Vol. V Oktober 2002 — Januari 2003; Pendidikan
Multikultural, ulasan pendidikan dalam majalah Basis No. 07-08, Tahun
ke-58, Juli-Agustus 2009.

c. Jenis data
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Jenis data yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah
jenis data primer.
3. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian kepustakaan (bibliographic research) dalam tahapan
ini berfungsi sebagai penelitian untuk mendapatkan data melalui literatur-
literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dengan mengutip
secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, dalam teknik pengumpulan data
penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai
dialektika normativitas dan historisitas dalam epistemologi Islam kemudian
ditarik pada permasalahan khusus pada kurikulum pendidikan Islam. Data
tersebut bisa berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya.'* Dalam proses
pengumpulan data ini diperlukan beberapa langkah, yaitu:
a. Mencari berbagai sumber data yang di butuhkan
b. Mengumpulkan data secara acak dari beragam sumber data.
c. Memilah data primer dan sekunder.
d. Mengolah data.
4. Teknik analisa data
Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan

¥ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 206
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apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat di
ceritakan pada orang lain.'*

Melihat obyek kajian dan alur pembahasan yang coba keluar dari
frame besar tradisi penelitian — diakui atau tidak masih kental dan kokoh
pada perangkat yang dilahirkan dari rezim positivisme — yang selama ini
berkembang, maka pemilihan perangkat metode yang dijadikan pisau bedah
tentunya menjadi persoalan penting dan serius demi kekuatan, ketepatan dan
keserasian untuk membelejeti obyek masalah.

Sesuai dengan persoalan sudah dipilih, maka penulis sampailah pada
pemilihan metode Critical Discourse Analysis (CDA)'. '®Karena medan
garap obyek, yang boleh dikata cukup berat, maka pisau ini akan difungsikan
tidak sekadar meraba sisi kulit luarnya an sich dengan data-data manifesnya,
namun lebih jauh akan meraba hal-hal laten yang melingkari obyek, yang

selama ini lupa atau tak terfikirkan oleh umumnya kalangan peneliti.

" Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.
248

' Dalam analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), wacana di sini tidak
dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analiss wacana memang menggunakan bahasa dalam
teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam
pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis buka dengan menggambarkan semata dari aspek
kebahasaan, namun juga menghubungkan dengan realitas konteks.

16 Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS cetakan V
2006 ), h. 7-8.
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I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun
sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian teoritis dari dialektika normativitas dan historisitas
Islam yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: fenomena Islam das sollen-das
sein, epistemologi kurikulum pendidikan Islam.

Bab III memuat Pembahasan dialektika normativitas dan historisitas
dalam pendidikan Islam yang meliputi: Problem dialektika dalam mendekati studi
Islam, tendensi umum problem diskusrsif epistemologi pendidikan Islam, krisis
dialektika pendidikan Islam di indonesia: implikasi pemahaman yang formalistik
dan verbalistik terhadap epistemologi kurikulum, minus dialektik dalam
pendidikan Islam.

Bab IV merupakan analisa dari hasil temuan yang diperoleh di Bab III.
Analisa ini dikhususkan membedah sintesa pemahaman atas dialektika
normativitas dan historisitas dalam pendidikan Islam yang memuat dua sintesis;
memilah frame dialektika antara yang normativitas dan historisitas, menelaah
dialektika atas normalisasi kurikulum pendidikan Islam.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II
LANDASAN TEORI
DIALEKTIKA NORMATIVITAS DAN HISTORISITAS ISLAM

A. Problem Normativitas Dan Historisitas Islam
1. Fenomena Islam Das Sollen-Das sein

Yang pertama-tama menjadi sumber ide tentang makna universalisme
Islam ialah pengertian ‘Islam’ itu sendiri. Sikap pasrah kepada Tuhan tidak
merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya satu
paket dengan alam manusia itu sendiri. Dengan dimasukkan pada nalar
kesadaran kritis manusia.

Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia selalu
bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apalagi dipaksakan dari luar. Sikap
keagamaan yang dipaksakan dari luar adalah tidak outentik, karena
kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan medalam, yaitu kemurnian
atau keikhlasan.

Karena sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan
tuntutan alami manusia, maka agama (Arab; al-din, secara harfiah antara lain
berarti ketundukan, kepatuhan atau ketaatan) yang sah tidak bisa lain daripada
sikap pasrah kepada Tuhan (al Islam). Maka tidak ada agama tanpa sikap itu,

yakni keagamaan tanpa kepasrahan kepada Tuhan adalah tidak sejati.

19
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Karena prinsip-prinsip itu maka semua agama yang benar pada
hakekatnya adalah al Islam, yakni dalam arti semunya mengajarkan prinsip
pasrah kepada Sang Maha pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.!

Lebih dari itu, memahami Islam sama halnya dengan menginjakkan
kaki pada dua dunia yang berbeda. Di satu domain, Islam adalah doktrin
dogmatika yang secara normatif dijadikan sebagai landas-tumpu yang harus
dirujuk dalam berperikehidupan di tengah-tengah masyarakat Islam dan
menjadi tolok ukur berperilaku dan beribadah. Domain ini kemudian disebut
sebagai normatifitas Islam. Di domain lainnya, memahami Islam
meniscayakan penghadiran kembali gugusan historiografi pemikiran dan
dinamika masyarakat Islam secara historis, baik pada masa lalu, masa kini dan
juga di masa depan, selanjutnya dinamakan historisitas Islam. Keduanya,
normatifitas dan historisitas secara idealistik seharusnya berpagut mesra
dalam kesejajaran pola nalar ber-Islam.2 Dialektika dinamis antara ‘yang
normatif® dan ‘yang historis’ ini pada gilirannya menjadi mainset pergulatan
pemikiran Islam. Lebih-lebih sebagai landasan epistemologis untuk
merumuskan kurikulum pendidikan Islam.

Namun demikian, mengejawantahkan yang normatif (Das Solen) ke
arah realitas dalam bingkai rekayasa sosial (Sosial Engineering) ternyata tidak

jarang seperti bertepuk sebelah tangan. Sebab realitas dunia (Das Sein) yang

! Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 2005)
2 | ihat Amin Abdullah, Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 56
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kita diami senyatanya lebih sering mempunyai arah yang kontraproduktif
dengan ‘apa yang seharusnya’ dari nilai normatifitas agama. Di sinilah
sebenarnya titik pangkal perdebatan umat Islam sejak dahulu kala. Dalam hal
ini pergulatan antara tradisi (at turast) dan pembaharuan (at tajdid) yang
mengacu pada realitas adalah salah satu implikasi spesifik dari hasil
pertelingkahan terus-menerus antara normatifitas dan historisitas, baik dari
sisi bayani yang melahirkan fragmentasi aturan hukum (figh), irfani yang
melahirkan fragmentasi spiritualitas (sufisme) maupun dari sisi burhani yang
menelurkan pola pemikiran filosofis-Islam di tengah-tengah penghayatan dan
pemikiran atas Islam.?

Fenomema demikian berakibat pada dua kecenderungan apresiasi.
Pihak pertama melihat bahwa perbedaan pemahaman merupakan sumber
perpecahan umat Islam. Antara satu golongan dengan golongan lain bisa
saling menegasi dan masing-masing mempunyai hasrat kuasa dan politis
untuk saling mendisiplinkan kebenaran golongan menjadi mainstream yang
opresif.

Sementara pihak kedua memandang bahwa hal demikian adalah bukti
adanya pluralitas pemahaman ke-Islaman, dimana Islam niscaya dipersepsi
dan diinterpretasi sesuai dengan kecenderungan karakter berpikir dan cara

pandang komuniter. Hal ini menegaskan pula adanya kecenderungan kultur,

3 Baca Muhammad Abid Al Jabiri, Takwin al Aql al Araby, (Beirut: Markaz Dirasah al
Wihdah al Arabiyah, 1991), h. 127
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norma dan kebudayaan beragam yang dapat dimasukkan menjadi bagian dari
cara membumikan Islam.*

Lebih jauh, masalah ini juga terkait dengan cara memahami dan
mengimplementasi teks ortodoks Islam: al Qur’an. Bagi pihak pertama,
perpecahan dan perselisihan dalam tubuh Islam diinspirasi oleh perbedaan
dalam menginterpretasi al Qur’an, sehingga sebagian besar dari umat Islam
ditipikal sudah menyelewengkan al Qur’an. Maka itu al Qur’an haruslah
dikembalikan kepada makna aslinya. Tektualitas al Qur’an akan menemukan
maknanya yang otentik seperti yang dipesankan oleh Allah manakala umat
Islam memahaminya secara literer. Kelompok ini, menurut lazimnya disebut
juga dengan revivalisme.’

Pihak kedua mensinyalir bahwa sistem nilai dalam al Qur’an yang
bersifat universal tersebut lazimnya diimplementasikan dalam realitas yang
senantiasa dapat berdampingan dengannya. Sehingga universalitas nilai itu
menuntut adanya parsialisasi ajaran berupa tafsir atas dinamika teks.
Muncullah kemudian tafsir-tafsir baru yang dianggap ‘di luar kebiasaan’ cara
menafsirkan al Qur’an dengan pendekatan-pendekatan metode ilmiah dan
filsafat. Pihak kedua inilah yang selanjutnya digolongkan sebagai pemikir

pembaharu.

4 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, (Jakarta: Desantara,
2001), h. 98

5 Kecenderungan ini berhasrat besar untuk menghakimi realitas dengan teks. Bahwa Islam
adalah agama yang adiluhung dengan tata nilai adilihung pula dan realitas haruslah mengikuti apa
yang dikatakan oleh Islam. Dalil yang dijustifikasi dari kecenderungan ini adalah ‘4l Islamu Ya'lu
Wala Yu'la Alaihi®
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Apa yang dilakukan oleh Fazlur Rahman, Nashr Hamid Abu Zaid,
Muhammad Syahrur, Hasan Hanafi dan Arkoun misalnya, adalah di antara
tipe-tipe baru dalam mendekati al Qur’an secara kontekstual yang mengikuti
semangat dari pembaharuan pihak kedua ini. Muncullah kemudian terma
‘kontekstualisasi nilai-nilai al Qur’an dalam kehidupan’.

Di Indonesia, tipe awal dari arus ini direpresentasi dan dirilis oleh
beberapa tokoh yang melandingkan pemikiran mereka semenjak era 60-an,
yang menurut Greg Barton mereka ini adalah: Ahmad Wahib, Abdurrahman
Wahid, Nurcholis Madjid dan Djohan Efendi. Selanjutnya pada akhir paruh
kedua abad 20 yang lalu bermunculan kelompok-kelompok yang mengambil
berkah dari mereka, di antaranya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) yang

dikomandani Ulil Abshar Abdala.

. Miniatur Islam Indonesia

Islam Indonesia jika dirunut kembali ruang-ruang historiografinya,
sesunggungnya mengalami perguliran yang unik. Keunikan tersebut terletak
pada keberadaan dua ideologi Islam yang menjadi kebenaran opresif di
wilayah keberagamaan. Pertama, tradisionalisme Islam. Kecenderungan
kelompok ini dalam mendekati Islam bermuara pada warisan-warisan tradisi
yang telah lama dibangun dan dipancangkan oleh Wali Sanga dan para ulama
penyebar Islam pertama kali di Nusantara. Diakui oleh banyak kalangan

bahwa Islam model ini lebih fleksibilitas dalam mengapresiasi tradisi
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Nusantara. Sehingga kelompok ini lebih mudah diterima dan memiliki basis
massa terbesar, bahkan hingga saat ini.

Namun demikian, karena pegangan yang sedemikian kuat kepada
tradisi, menjadikan kelompok tradisionalis, secara sadar maupun tidak, telah
terpetak pada logosentrisme tradisi. Sehingga mereka mengalami kegamangan
menjawab persoalan-persoalan mutakhir yang datang belakangan. Atau
dengan kata lain, kelompok ini terkotak pada fanatisme tradisi ke-Islaman
Nusantara.

Kedua, Moderisme Islam. Kelompok ini meyakini bahwa perubahan
dan dinamika keummatan akan mengalami jalan buntu ketika umat Islam
tidak mengembalikan cara beragamanya kepada al Qur’an dan al Hadits. Dan
al Qur’an harus senantiasa diposisikan sebagai nilai adiluhung yang niscaya
dirujuk terus-menerus dengan pengandaian yang utuh (tekstual), tanpa adanya
penyelewengan sama sekali. Tidak adanya penyelewengan bagi mereka
dimaknai sebagai implementasi teks tanpa harus ada interpretasi (tafsir)
atasnya. Pihak inilah yang disebut di atas sebagai skripturalis. Secara
arkeologis pihak ini berkiblat pada apa yang telah dilakukan oleh para
pembaru Islam Timur Tengah dalam kelompok PAN Islamisme dan
Wahabiah. Pihak ini sangat menolak interpretasi berlebihan terhadap teks dan
sangat apologetik terhadap tradisi.

Kedua bentuk ideologi dalam dinamika Islam Indonesia tersebut

merupakan hasil dari dialektika umat Islam dengan kolonialisme di satu sisi
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dan pergulatan antara doktrin dan peradaban di sisi lainnya. Hingga masa
awal dekade 70-an hasil dari realitas tersebut adalah suburnya
‘fundamentalisme’, baik fundamentalisme tradisionalis yang mengalami
kegamangan dalam menyikapi rasionalitas dan menjawab problem pembaruan
maupun fundamentalisme modernis Islam yang dengan mendasarkan diri pada
skripturalitas teks al Qur’an menjadi apologetik terhadap tradisi dan terlanjur
reaksioner terhadap datangnya pembaruan.

Fase ini secara analogis, menurut penulis, dapat disepadankan dengan
masa kegelapan abad pertengahan di dunia Barat. Fase inilah yang senyatanya
telah menutup tunas rasionalisme yang semestinya akan mengantarkan umat
Islam ke aras keberagamaan yang lebih ramah dan antroposentris. Untuk
itulah Indonesia kala itu membutuhkan segolongan intelektual organik -~
sebagaimana diandaikan Gramsci- untuk mencairkan kebekuan dan
melakukan enlightenment action menuju renaissance intelektualisme Islam

yang bercirikan keindonesiaan.

. Kontekstualisasi Islam Dalam Realitas

Dari paparan beberapa argumentasi pemikiran tentang Islam,
sampailah kemudian pada kontekstualisasi Islam dalam pendidikan. Dalam
konteks ini Islam terkonteks pada ruang dan waktu dan senantiasa
bersinggungan dengan aspek-aspek sosiologis. Kontektualisasi ini niscaya
dipahami sebagai yang dapat berubah dinamika parsialitasnya secara

kontinyu, walaupun ada hal universal yang tetap dipertahankan sebagai
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keyakinan normatif. Sehingga telaah kritis atasnya juga bukan semata-mata
untuk menghancurkan, melainkan memposisikannya sebagai Islam yang
Qabil li an Nigash wa at Taghyir (menerima kritik dan perubahan).

Di atas segalanya, realitas keberagamaan yang sedemikian kompleks
menuntut dipikirkannya sebuah rekonstruksi atas otentisitas dan orisinalitas
Islam ke dalam perdebatan antropologis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor
intrinsik, di antaranya: Pertama, bahwa antroposentrisme pemahaman niscaya
dimaknai sebagai suatu kelaziman, tatkala ia berposisi diametral dengan
realitas kehidupan manusia. Hingga Islam pun kemudian harus dimaknai
sebagai Islam lokal dan kontekstual yang menghadirkan pada dirinya sebuah
‘kata sifat’.

Kedua, antroposentrisme menunjuk hadimya perkembangan Islam
yang dapat difungsikan dan diperankan dalam variasi entitas kehidupan, baik
di domain politik, sosial-budaya dan ekonomi sekalipun, tentunya dengan
beragam interpretasi. Ketiga, Islam merupakan agama langit yang lazim
dibumikan, sebab ia dituntut berperan untuk realitas ‘bumi’, dan bukan
realitas ‘langit’. Keempat, yang paling pokok untuk dipahami adalah bahwa
perbedaan dan perdebatan yang saling-silang sebagai konsekuensi dari
antroposentrisme dogmatika merupakan rahmat, dan bukanlah hal tabu.

. Epistemologi Islam
Permasalahan epistemologi sudah tentu tidak terlepas dari kajian

filsafat ilmu karena ia merupakan bagian dari pengetahuan ilmiah. Filsafat
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ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara
spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah).

Lebih lanjut, semua sistem kefilsafatan selalu berkisar pada masalah
Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi karena, ketiga sub sistem tersebut
selalu berkaitan satu sama lain. Ontologi ilmu terkait dengan Epistemologi
ilmu, dan Epistemologi ilmu terkait dengan Aksiologi ilmu.

a. Pengetahuan dan episteme

Sebuah peradaban tidak pernah bercokol secara natural dan
obyektif. Ia selalu disusun oleh tarik-ulur ‘kuasa pengetahuan’ yang pada
gilirannya akan menormalkan kesadaran individu menjadi keteraturan
yang seragam (homogeneite). Tiap babakan kesejarahan senantiasa
menampilkan narasi besar sebagai wujud dari bercokolnya rezim
pengetahuan yang mendisiplinkan cara berfikir masyarakat (common
sense) dalam sebuah keteraturan dan ketertiban yang massif. Bersamaan
itu pula, banyak narasi-narasi kecil yang detenggelamkan dalam sebuah
pertarungan wacana dan dilempar dari batas kenormalan sebuah sistem
berfikir.

Keseluruhan pola pikir dengan sistem wacana, yang digunakan,
pemilihan nilai yang menjadi obyek ini dinamai Michel Foucault sebagai
episteme. Umumnya mengira bahwa pengetahuan berkembang berkat
pemikiran tokoh-tokoh yang berhasil menelorkan gagasan-gagasan

mereka yang cemerlang ke tengah masyarakat pada suatu saat. Akan
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tetapi, Foucault menyangkal kemungkinan itu, sebab setiap pengetahuan
kita dilingkupi oleh episteme tadi yang merupakan jalinan yang luas dan
rumit antara berbagai kepentingan dan kepekaan mereka mengenali
tatanan rasional.®

Namun, kebenaran dalam struktur pikir masyarakat akan retak dan
berganti seiring dengan pasang-surut pengetahuan kebenaran masyarakat
dalam tiap babakan kesejarahan. Dalam retakan dan pasang-surut
kebenaran tersebut, Foucault kemudian menerangkan bahwa perubahan
komposisi pengetahuan yang ada dalam struktur pikir masyarakat bukan
merupakan pekembangan sirkular yang bisa mengubur sekaligus epistema
yang lama. Perubahan komposisi tidak seperti perubahan radikal yang
mengasumsikan proses pergantian yang dalam sekali waktu bisa
mengubur dan melenyapkan semua bangunan pengetahuan yang pernah
diperagakan oleh masyarakat.

Lebih jauh ia kemudian menjabarkan bahwa ada pengetahuan yang
muncul dari argumentasi dan karya akal tetapi juga pengetahuan yang
terdapat dalam hidup, karya, percakapan, dan peristiwa. Ini semua ia lihat
sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terarah pada pengetahuan
pertama di atas. Dan ini disebutnya sebagai wacana atau diskursus. Misal
melalui penelitian tentang peristiwa-peristiwa historis pada abad klasik, ia

berkesimpulan bahwa jika ada karya akal (reason) harus ada juga karya

¢ Mahmud Arif, Pendidikan Transformatif, (Y ogyakarta: LKiS, 2008), h. 17.
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bukan akal (unreason); kalau ada hal yang dipikirkan (thought) harus ada
juga yang tak terpikirkan (unthought).

Untuk menandaskan itu, ia segera membuat studi tentang kegilaan
(illness), sakit mental, penjara, klinik, dan hal-hal serupa. Justru kegilaan
dan sakit mentallah yang secara institusional membentuk disiplin, seperi
pengetahuan tentang pengobatan dan psikiatri. Justru penjaralah yang
menciptakan ilmu yang disebut penologi dan kriminologi. Wacana
seksualitaslah yang memunculkan nafsu dan keinginan sendiri, bio-etika,
dan kontrol kelahiran. Bentuk-bentuk pengetahuan yang muncul dari
wacana-wacana ini disebut sebagai ‘pengetahuan formatif dan diskursif’.
Dan karena ada sekian banyak macam wacana, pola hidup dan berpikir
dalam sekian banyak epos sejarah, maka terdapat banyak pula episteme.

Episteme tidak bisa dijamah. Kerjanya sangat halus menguasai
pola pikir orang pada suatu zaman dan mendepak pola pikir alternatif.
Mekanisme kerja episteme bersifat diskursif. Bagaimana suatu fenomena
dikategorisasikan, didefinisikan, dan ditinjaklanjuti tergantung pada tiga
komponen diskursif: disiplin ilmu, institusi dan tokoh.

Sesungguhnya cara berpikir rasional dan empirik merupakan
bagian yang sah dari epistemologi Islam, bahkan menjadi unsur permanen
dalam sistem epistemologinya. Metode eksperimen misalnya adalah
produk kultur otentik dari budaya berpikir logis dengan bukti-bukti

empiris yang dikembangkan sarjana-sarjana Muslim. Sejarah
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membuktikan dengan ditemukannya Aljabar, Manthiq, ilmu Falak dan
lain-lain di dunia Islam jauh sebelum Eropa mengenal metode eksperimen
dan hanya terkungkung pada corak berpikir monolinear antara
rasionalisme atau empirisme serta mengesampingkan peran ajaran agama
(sekularisme).

Di samping itu, salah satu karakteristik terpenting dari
epistemologi Islam serta membedakannya dari epistemologi Barat yang
sekular adalah masuknya nilai-nilai ajaran normatif agama secara
signifikan sebagai prinsip-prinsip dalam epistemologi Islam. Wahyu (al-
Qur’an dan al-Hadits) diyakini memiliki peran sentral dalam memberi
inspirasi, mengarahkan, serta menentukan skop kajian ke arah mana sains
Islam itu harus ditujukan. Konsepsi ini mempunyai akibat-akibat penting
terhadap metodologi sains dalam Islam. Sehingga tidak heran bila
kemudian wahyu diletakkan pada posisi tertinggi sebagi cara, sumber, dan
petunjuk pengetahuan Islam.

Permasalahannya, mengapa epistemologi Islam masih harus
disandarkan pada wahyu apabila dengan metode eksperimennya telah
dicapai titik sebuah kebenaran logis-empiris? Jawabnya adalah bahwa
manusia diyakini memilki keterbatasan kemampuan untuk mengetahui
hakikat ilmu pengetahuan. Kenyataan membuktikan paradigma yang telah
dibangun manusia terus menghadapi dilema-dilema besar yang semakin

sulit dipecahkan. Dalam konteks ini manusia memerlukan petunjuk
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sebagai premis dari kebenaran. Premis kebenaran itu pastilah bersumber
dari yang Maha Benar, yaitu Tuhan. Tuhan telah mewahyukan
kebenarannya lewat al-Qur’an. Namun begitu, Kuntowijoyo mengatakan
bahwa penerimaan premis kebenaran yang bersumber dari wahyu ini
bersifat observable, dan manusia diberi kebebasan untuk mengujinya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa sesungguhnya dasar paling
sentral dari nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi prinsip-prinsip
epistemologinya?. Dalam Islam kita mengenal adanya konsep tauhid
(iman), yaitu konsep sentral yang menekankan ke-Esa-an Allah, Allah
tunggal secara mutlak, tertinggi secara metafisis dan aksiologis, dan
bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu, berawal dan berakhir pada-
Nya. Dia-lah Sang Pencipta, dengan perintah-Nya segala sesuatu dan
peristiwa terjadi. Implikasi doktrinalnya yang lebih jauh adalah bahwa
tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepada-Nya.
Dalam al-Qur’an, fenomena alam sering dilukiskan sebagai tanda-
tanda Allah; bahwa semua yang terjadi, pada akhirnya menuju kepada satu
Pencipta yang menciptakan, Pengatur dengan suatu sistem tunggal dan
Penggerak dengan keteraturan tunggal. Konsep tauhid (iman) inilah yang
kemudian dipakai oleh ilmuwan muslim dalam berusaha menjabarkan
kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran, kesatuan pengetahuan,
kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia serta dijadikan dasar sentral

dari landasan epistemologi Islam.
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Kaitannya dengan ini, Dr. Mahdi Gulsyani menulis ‘Suatu
keyakinan kokoh pada prinsip tauhid membuat sang peneliti melontarkan
pandangan menyeluruh kepada alam, bukannya hanya melihat alam secara
sepotong-sepotong. Hal ini membuatnya mampu menerangkan
keselarasan dan tatanan dunia fisik. Tanpa suatu keyakinan kokoh pada
kehadiran tatanan dan koordinasi pada alam, penelitian ilmiah tidak akan
memiliki makna universal; dan paling banyak nilainya hanya bersifat
sementara. Beberapa ilmuwan percaya pada keberadaan tatanan dan
koordinasi pada alam, tanpa mempercayai atau memperhatikan prinsip
tauhid; namun, menurut kami, tanpa mempercayai at-tavhid, tidak akan
ada keterangan memuaskan tentang tatanan kosmis’.”

Sampai di sini ilmuwan muslim bersepakat bahwa konsep
tauhidlah yang menjadi prinsip pokok dalam epistemologi Islam. Dengan
begitu semakin jelas bagi kita, bahwa epistemologi Islam berupaya untuk
menunjukkan arah kepastian kebenaran, di mana epistemologi ini
berangkat dan berawal dari kepercayaan, serta selanjutnya memantapkan
kepercayaan itu melalui perenungan-perenungan, penalaran, pemikiran,
dan pengamatan yang disandarkan pada wahyu Tuhan (al-Qur’an dan al-
Hadits), dan diyakini bahwa kebenaran wahyu tersebut merupakan
kebenaran tertinggi, mengandung ayat (bukti), isyarat, hudan (pedoman

hidup) dan rahmah (rahmat).

" Mahdi Gulsyani, /lmu Kalam Perspektif, (Yogyakarta: LP3ES, 1984) h. 123.
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Sebenarnya konsep tauhid dalam Islam ini hampir serupa dengan
konsep panteologisme yang dianut agama lain. Yaitu sama-sama berakar
pada pandangan teosentris. Namun, paradigma teosentris yang dianut
Islam berbeda dengan teosentris agama lain dengan alasan bahwa sistem
tauhid memiliki arus balik kepada manusia. Paradigma teosentris Islam
(iman) selalu dikaitkan dengan amal manusia. Keduanya merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan. Pusat dari perintah zakat — misalnya —
adalah iman kepada Allah, tapi ujungnya adalah terwujudnya
kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalam Islam, konsep teosentris
bersifat humanistik. Artinya, manusia harus memusatkan diri kepada
Allah (iman), tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri
(amal). Dalam formulasi lain, Islam mengenalkan konsep dualisme
manusia; sebagai hamba (abdun) yang menyembah Penciptanya
(beriman), dan sebagai wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi yang harus
senantiasa bersosialisasi dengan jenis dan lingkungannya (beramal).

Lantas, apabila prinsip epistemologi Islam adalah tauhid,
bagaimanakah bentuk kongkrit dari epistemologi Islam dalam mengkaji
ilmu pengetahuan?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, pada awalnya diakui
jika epistemologi Islam dipengaruhi oleh epistemologi yang berkembang
di Yunani. Aliran pokok yang diikuti oleh ilmuwan muslim adalah aliran

rasionalism yang dikembangkan oleh Plato (423-347 SM) dan aliran
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realism yang dikembangkan oleh Aristoteles (384-322). Namun karena
didapati antara keduanya saling memposisikan aliran ‘dirinyalah’ yang
paling benar, maka ilmuwan muslimpun mencari alternatif pemecahannya
dengan cara menggabungkan antara keduanya sehingga lahirlah metode
eksperimen.

Metode ini telah dikembangkan oleh ilmuwan muslim antara abad
ke-9 dan ke-12 Masehi, di antaranya adalah Hasan Ibn Haitsam — biasa
disebut Alhazen di Eropa —yang melahirkan karya tentang teori-teori fisika
dasar, Jabir Ibn Hayyan atau Al-Jabar — biasa disebut Geber di Eropa —
yang lahir pada pertengahan abad ke-8, melahirkan karya tentang kimia
secara konfrehensif, dan masih banyak ilmuwan lainnya.

Selain metode eksperimen di atas, Islam mengakui intuisi sebagai
salah satu bentuk epistemologinya. Terlepas dari kontroversi yang
digencarkan ilmuwan Barat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang
diperoleh lewat intuisi tidak dapat dijelaskan melalui proses logis-empiris,
yakni tanpa pengamatan (observasi), tanpa deduksi (logis), bahkan tanpa
spekulasi (rasional), ilmuwan muslimpun meyakini intuisi sebagai sumber
kebenaran paling tinggi. Dan sumber kebenaran ini hanya berada di bawah
otoritas wahyu Tuhan (al-Qur’an), termasuk tradisi kenabian (al-Hadits).

Selain dinisbahkan kepada wahyu, metode intuisi sering juga
disebut dengan istilah lain yang subtansinya relatif sama, di antaranya

adalah ilham (kasfy). Terminologi tersebut dimaksudkan untuk
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membedakan antara pengetahuan intuitif yang berbentuk wahyu (al-
Qur’an dan al-Hadits) yang diterima oleh Nabi, dengan pengetahuan
intuitif yang berbentuk ilham yang diterima oleh manusia. Pembedaan
tersebut adalah implikasi dari keyakinan Islam bahwa kemampuan
pengetahuan antara Nabi dan manusia biasa berbeda.

Pada perkembangan epistemologi Islam selanjutnya, lahirlah
metode lain seperti nadzr, tadabbur, tafakkur, bayyinah, burhan,
mulahadzah, tajrib, istigra’, giyas, tamsil, ta’wil, dzati, hissi, khayali,
‘agli, syibhi dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya dalam diskursus
dunia pemikiran Muslim setidaknya ada tiga aliran penting yang
mendasari teori pengetahuannya. Yaitu, (1) pengetahuan rasional, (2)
pengetahuan inderawi, dan (3) pengetahuan kasfy lewat ilham atau intuisi.

5. Tiga dimensi epistemologi Islam
a. Epistemologi bayani

Munculnya periode tadwin (kodifikasi massif keilmuan) disinyalir
sebagai babak baru tranformasi episteme bayani dari wacana kebahasaan
menuju wacana diskursif. Paling tidak ada keistimewaan peride tadwin
yang bisa disebutkan, yaitu: Perfama, Sejarah budaya Arab Islam
menyaksikan peletakan dasar-dasar kebahasaan sehingga bahasa Arab
layak menjadi bahasa yang bisa dikaji dengan cara-cara ilmiah dan
praksis; Kedua Rekonstruksi budaya, masa sebelumnya ke dalam wacana

ilmiah, dan Ketiga, Inkulturasi warisan kuno melalui gerakan
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penerjemahan dan pengabdosian.8

Secara leksikal-etimologis, terma bayani mengandung beragam
arti, yaitu kesinambungan (al-washl), keterpilahan (al fashl), jelas dan
terang (azh zhuhur wa al wudhuh), dan kemampuan membuat terang dan
jelas. Berdasarkan ragam arti ini, kiranya dapat diambil satu pengertian
bahwa yang terkandung dalam makna bayan adalah keterpilahan dan
kejelasan. Sebagai sebuah episteme, keterpilahan dan kejelasan tersebut
yang mewujud dalam bahasa bayani ibarat perspektif dan metode yang
sangat menentukan pola pemikiran dalam lingkup ‘logika-diskursif’.
Dengan kata lain bayani berubah menjadi sebuah istilah yang tidak
sekedar mencakup arti segala sesuatu yang berkaitan dengan realisasi
tindakan ‘memahamkan’, tetapi juga mencakup arti segala sesuatu yang
mendasari tindakan ‘memahami’.

Problematika diskursif tersebut mewarnai beragam keilmuan
bayani; problematika a/ i’rab pada ilmu sharf, problematika ad dilalah
dalam hubungannya dengan fenomena ‘keluasan makna’ bahasa Arab
pada ilmu figh; problematika muhkam-mutasyabih, batasan ta'wil, ijaz,
qur’ani dan semisalnya pada ilmu Kalam, dan problematika ‘rahasia’
dalam ilmu Balaghah.

Pada gilirannya, kenyataan tersebut mendorong pembentukan nalar

bayani yang bertumpu pada pemeliharaan teks (nash) dan refleksi dalam

® Mahmud Arif, Pendidikan Transformatif,.............. h., 235.
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kungkungan teks, dengan alur opersionalnya yang berada di atas ‘sistem
wacana’ (nizham al-khithbah), bukan di atas ‘sistem nalar’ (nizham al-
‘agl). Perbedaannya, sistem wcana adalah tata interelasi pada ligkup
kalam (wacana verbal), sedangkan sistem nalar adalah tata interrelasi pada
lingkup segala sesuatu yang berada dalam ranah intelektual dan empiris,
atau disebut sistem-kausalitas (nizham as-sabbiyyah).

. Epistemologi irfani

Salah satu determinasi historis budaya dan tradisi pemikiran Arab-
Islam adalah ‘warisan Kklasik’. Dalam konteks keilmuan, produk
determinan historis ini biasa dikenal dengan ‘ulum al-awa’il (warisan
keilmuan generasi terdahulu).

Kedatangan Islam memang telah membawa perubahan mendasar
terhadap struktur nalar Arab, yakni dengan lahirnya nalar baru, ‘rasionalis-
keagamaan Arab. Akan tetapi, akibat kuatnya penetrasi warisan klasik
(kuno) tersebut yang memang telah lama tumbuh dan berkembang dalam
sejarah tradisi Persia, berlangsunglah dialektika kultural-intelektual antara
. Epistemologi burhani

Nalar burhani adalah nalar yang tegas dan jelas. Ia adalah proses
penalaran yang menetapkan benar tidaknya sesuatu harus meliputi dan
bertumpu pada seperangkat kemampuan intelektual baik berupa indera,

pengalaman, maupun daya rasional dalam upaya memperoleh
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pengetahuan tentang semesta.’

B. Epistemologi Kurikulum Pendidikan Islam
1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Namun, ada dua kajian tentang pengertian kurikulum di sini. Pertama,
pandangan tradisional menyebut bahwa kurikulum hnyalah seperangkat
rencarana pembelajaran yang ada disekolah. Pandangan tradisional ini
sebenarnya tidak terlalu salah. Mereka membedakan kegiatan belajar
kurikuler dari kegiatan belajar ekstra kurikuler. Kegiatan kurikuler ialah
kegiatan belajar yang memuat pelajaran wajib, sedangkan ekstrakurikuler
mereka sebut dengan kegiatan penyerta saja.

Kedua, pandangan modern yang memberi pengertian kurikulum lebih
dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Kurikulum dalam pandangan
modern ini ialah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di
sekolah. Pandangan ini bertolak dari sesuatu yang aktual terjadi di sekolah
dalam proses belajar. Di dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa

dapatmemberikan pengalman belajar, atau dapat dianggap sebagai

® Mahmud Arif, Pendidikan Transformatif,...h., 67.
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pengalaman beljar seperti berkebun, olah raga, pramuka, dan pergaulan, selain
mempelajari bidang studi. Semuanya itu merupakan pengalaman belajar yang
bermanfaat. Pendangan modern berpendapat semua pengalaman belajar itulah
kurikutum."’

Atas dasar hal ini mka inti dari kurikulum adalam ‘pengalaman
belajar’. Pengalaman belajar adalah pengaruh yang sesungguhnya bagi
kedewasaan ank didik. Jadi, tidak hanya mempelajari mata pelajaran saja
melainkan interaksi sosial di lingkungan sekolah, kerja sama dalam keompok,
dan interaksi dengan guru di luar sekolah adalah merupakan pengalaman
belajar (kurikulum).

Beranjak dari pengertian kurikulum yang modern tersebut maka
sekolah dapat dianggap sebagai miniatur masyarakat atau masyarakat dalam
bentuk ‘mini’. Dan memang demikian. Jika orang ingin meneropong
masyarakat, teroponglah sekolah-sekolahnya sebagai menaragadingnya.
Apabila sekolahnya penuh disiplin, berprestasi, maka masyarakatnya kira-kira
seperti itu, begitu juga sebaliknya bila sekolahnya penuh korupsi, penipuan
dan masalah sosial yang lain, maka semua itu akan mencerminkan
masyaraktnya.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

10 Ahmad Tafsir, limu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2008), h. 53.
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.'!

Dalam pengertiannya juga, kurikulum merupakan seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang
digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelaj aran.'?

Dengan demikian, kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara
penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas
No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil
Belajar).

Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu perencanaan untuk
mendapatkan keluaran (out comes) yang diharapkan dari suatu pembelajaran.
Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi,
sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi
pembelajaran (Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik
agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan
dapat tercapai.

Sedangkan menurut Harsono (2005), kurikulum merupakan gagasan

pendidikan yang diekpresikan dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum

I Pasal 1 butir 19 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
12 K eputusan mentri kesehatan nomor: 725/menkes/SK/V/2003 tentang penyeenggaraan
pelatihan di bidang kesehatan.
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berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang,
sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi
juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu
institusi pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian kurikulum itu isinya luas
sekali, bagai luas suatu masyarakat. Namun, isi kurikulum yang luas itu paling
tidak bisa dikatagorikan menjadi empat saa, yaitu tujuan, isi, pola belajar-
mengajar, dan evaluasi."”

a. Tujuan

Mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak di tuju dalam
proses belajar-mengajar. Tuuan tersebut mula-mula bersifat umum. Dalm
praktiknya tujuan tersebut harus dibagi dalam bagian yang kecil. Bagian
tersebut dicapai hari demi hari dalam proses belajar-mengajar.

b. Rencana dan Isi
Tujuan yang kecil-kecil tersebut kemudian dirumuskan dalam
rencana pengajaran (lesson plan) yang sering disebut persiapan mengajar.
Tjuan yang ditulis di dalam persiapan mengjar itu disebut tujuan
pengajaran, yang sebenarnya adalah tujuan anak belajar. Selanjutnya,
tujuan itu mengarahkan perbuatan belajar-mengajar yang dilakukan oleg

siswa dan guru.

13 Ahmad Tafsir, /lmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam...h. 55.
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Kemudian, komponen isi menunjukkan materi proses belajar-
mengajar tersebut. Materi isi itu harus relevan dengan tujuan pengajaran

yang telah dirumuskan.

. Metode dan proses belajar mengajar

Komponen metode dan proses belajar—mengajar memang tidak
terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Namun, tidak semudah itu. Hal ini
sangat mengandalkan peran guru dalam merangkai intruksi atau pola
mengajar. Jadi, selain mengandalkan ketepatan tujuan dan perangkat
pembelelajaran, guru juga harus berani melebur di tengah-tengah siswa
sebagai pemdampingnya. Dengan begitu, apa yang ada pada tujuan

pembelajaran bisa tercapai.

. Evaluasi

Komponen evaluasi adalah kegiatan kurikuler berupa penilaian
untuk mengetahui berapa persen tujuan tadi dicapai. Evaluasi kurikulum
ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing
komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang
ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana evaluasi kurikulum dapat
disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan
penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode
penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada

tujuannya.
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Evaluasi bertujuan untuk menggumpulkan, menganalisis dan
menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum
apakah akan direvisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan
yang lebih luas dari evaluasi yaitu menggumpulkan, menganalisis dan
menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru.

Dari pengertian kurikulum di atas maka penulis menyimpulkan bahwa
pengertian kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat,
kesesuaian efektifitas dan efisiensi yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum
adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang
valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang
berjalan atau telah dijalankan.

Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada out come dari
kurikulum tersebut (outcomes based evaluation) dan juga dapat pada
komponen kurikulum tersebut (intrinsic evaluation). Outcomes based
evaluation merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan.
Pertanyaan yang muncul pada jenis evaluasi ini adalah “apakah kurikulum
telah mencapai tujuan yang harus dicapainya?” dan “bagaimanakah pengaruh
kurikulum terhadap suatu pencapaian yang diinginkan?”. Sedangkan fokus
evaluasi intrinsic evaluation seperti evaluasi sarana prasarana penunjang
kurikulum, evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan

karakteristik mahasiswa yang menjalankan kurikulum tersebut.5
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2. Perjalanan Kurikulum Pendidikan Nasional

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan
nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, dan tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan
konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya,
ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bemegara..

Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang
terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan
landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada
penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam
merealisasikannya.

Rentjana Pelajaran 1947 ada]a.h yang menjadi nama kurikulum
pendidikan masa itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda
dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya.

la bisa dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial
Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat
juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development
conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia
yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Pada tahun 1952, kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan,

dengan nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah
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mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan
sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem
kurikulum pendidikan di Indonesia, dengan nama Rentjana Pendidikan 1964.
Pokok-pokok pikiran yang menjadi cirinya adalah pemerintah mempunyai
keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan
pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program
Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik,
keprigelan, dan jasmani.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu
dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana
menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada
pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertujuan bahwa
pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila
sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan
diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta
mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Kurikulum pendidikan 1975 menggunakan pendekatan-pendekatan di

antaranya sebagai berikut :
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Berorientasi pada tujuan

Menganut pendekatan integratif

Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).

Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus
respon dan latihan.

Kurikulum ini kemudian dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi

kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

diubah kembali menjadi kurikulum pendidikan 1984 dengan ciri:

a.

b.

Berorientasi kepada tujuan instruksional.

Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar
siswa aktif (CBSA).

Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral.
Menanamkah pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan.

Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa.
Menggunakan pendekatan keterampilan proses.

Selanjutnya kurikulum 2004 kurikulum berbasis kmpetensi (KBK)

yang kemudian berkembang menjadi kurikulum kurikulum tingkat satuan

pendidikan yang sebenarnya ide dasarny sama yaitu kopetensi dasar.
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3. Kurikulum Pendidikan Islam

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa manusia menduduki posisi khalifah
di muka bumi seperti tercermin pada Q.S. Al-Bagarah: 30, Yang artinya “Ingatlah
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat: Aku akan menciptakan khalifah di atas
bumi”. Manusia akan mampu mempertahankan kekhalifahannya jika ia dibekali
dengan potensi-potensi yang membolehkannya berbuat demikian." Tujuan hidup
manusia ialah memperoleh keridhaan Allah. Jika demikian, tujuan akhir
pendidikan Islam ialah manusia yang diridhai Allah SWT, yaitu manusia yang
menjalankan peranan idealnya sebagai hamba dan khalifah Allah secara
sempurna.'

Kedudukan kurikulum di sini dapat ditempatkan dalam guiding Intruction
(arahan & bimbingan) dan juga harus bisa menduduki peran sebagai alat
anticipatory, yaitu alat yang dapat meramalkan masa depan.'® Jadi kurikulum
merupakan komponen yang amat penting karena merupakan bahan-bahan ilmu
pengetahuan yang diproses dalam sistem pendidikan Islam. Ia juga menjadi salah
satu bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat pencapai
tujuan (input Instrumental) pendidikan Islam.

Kurikulum pendidikan itu sendiri bertujuan memberi sumbangan untuk

mencapai perkembangan menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar, membuka

" Dr. H. Maksum, Madrasah: Sejarah & Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999), h. 45.

' Drs. Hery Noer Aly, MA, limu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 78.

' Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), h. 3.
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tabir tentang bakat-bakat dan kesediaan-kesediaannya serta mengembangkannya,
mengembangkan minat, kecakapan, pengetahuan, kemahiran dan sikap yang
diingini; menanamkan padanya kebiasaan, akhlak dan sikap yang penting bagi
kejayaannya dalam hidup dan kemahiran asas untuk memperoleh pengetahuan,
menyiapkannya untuk memikul tanggung jawab dan peranan-peranan yang
diharapkan dari padanya dalam masyarakatnya; dan mengembangkan kesadaran
agama, budaya, pemikiran sosial dan politik pada dirinya."”

Kurikulum harus didesain agar mampu menghasilkan muslim yang
mampu menjadi khalifah tersebut di atas. Pertimbangan dasar dalam mendesain
kurikulum seperti itu ialah: Pertama, Pengembangan pendekatan keagamaan ke
dan melalui semua mata pelajaran dan kegiatan.

Misalnya: Diajarkan bahwa menurut Islam, bunga uang adalah haram,
sedangkan dalam kuliah ekonomi diajarkan bahwa bunga uang perlu. Maka
pendekatan seperti ini membingungkan mahasiswa, dan mahasiswa cenderung
menerima salah satu saja. Pengetahuan mereka “terbelah” dan akhirnya dapat saja
tersekularisasi. Kedua, kurikulum harus disusun sesuai dengan taraf
perkembangan kemampuan pelajar, sehubungan dengan itu maka prinsip ketiga,
kurikulum haruslah disusun berdasarkan prinsip kesinambungan, berurutan dan

terintegrasi.

'7 Prof. Dr. Umar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:
PT. Bulan Bintang, 1997), h. 533.
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Kesinambungan menunjuk kepada pengulangan vertikal unsur-unsur
penting dalam kurikulum; bagian-bagian penting itu tidak boleh ada bagiannya
yang terputus. Berurutan (sekuen) menghendaki bahwa pengalaman baru
harus bertopang pada pengalaman sebelumnya. Sedang yang dimaksud
terintegrasi adalah pengalaman-pengalaman dalam kurikulum itu harus
berhubungan secara horisontal, pengorganisasiannya harus dilakukan sedemikian
rupa sehingga siswa tidak terlalu sulit memperoleh pandangan yang menyatu
tentang pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya.'®

Mengingat dasar dan watak atau sifatnya, kurikulum pendidikan Islam
dipandang sebagai cermin idealitas Islami yang tersusun dalam bentuk program
yang berbentuk kurikulum itu. Jadi nantinya dapat diketahui cita-cita apakah yang
hendak diwujudkan oleh proses kependidikan tersebut dengan memperhatikan
program yang berbentuk kurikulum itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Prof. Dr. Moh. Fadhil Al-
Jamali menyatakan bahwa, semua jenis pengetahuan yang dikehendaki oleh Al-
Qur’an diajarkan oleh anak didik. Ilmu-Ilmu itu meliputi: llmu Agama, Sejarah,
[lmu Falak dan Ilmu Bumi, Ilmu Jiwa, Ilmu kedokteran, Ilmu Pertanian, Ilmu
Biologi, I[Imu Hitung, Ilmu Hukum dan Ilmu Perundangan, llmu Kemasyarakatan,
Ilmu Ekonomi, Ilmu Balaghah dan Adab serta Ilmu Pertahanan Negara dan lain-

lain [lmu pengetahuan yang dapat mengembangkan kehidupan manusia dan

'® Dr. Ahmad Tafsir, llmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1994), h. 70-71.
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mempertinggi derajatnya.'”” Ahli didik Islam semuanya menyadari bahwa

kurikulum pendidikan Islam harus mencerminkan idealitas al-Qur’an yang tidak

memilah-milah jenis disiplin Ilmu secara taksonomis dikotomik, menjadi ilmu
agama terpisah dari ilmu-ilmu duniawi (ilmu pengetahuan umum).?

Dengan demikian, kurikulum yang dipandang baik untuk mencapai tujuan
pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, mencakup
ilmu agama dan umum. Karena kesempurnaan manusia tidak akan tercapai
kecuali dengan menserasikan antara agama dan ilmu pengetahuan. Demikian
pandangan Ibnu Sina dan Ikhwanussofa juga Al-Farabi. Menurut Kilpatrick, suatu
kurikulum yang baik perlu didasarkan atas tiga prinsip sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas hidup anak didik pada tiap jenjang sekolah.

b. Menjadikan kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam suatu
kehidupan yang bulat dan menyeluruh (all roand living).

c. Mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba atas
keberhasilan sekolah sehingga anak didik mampu berkembang dalam
kemampuannya yang aktual untuk aktif memikirkan hal-hal baru yang baik
untuk diramalkan, dan dalam hal apa yang ingin diperbuat serta kecakapan
efektif untuk mengamalkannya secara bijaksana, melalui pertimbangan yang

matang.

" H. M. Arifin, M. Ed, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94.
? H. M. Arifin, M. Ed, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 189.
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Bila kurikulum yang didasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dirumuskan
menjadi program pengajaran di sekolah, maka sudah pasti sekolah akan mampu
menghasilkan manusia paripurna. Prinsip-prinsip inilah yang disebut dengan
emerging curiculum (kurikulum yang mendorong anak didik untuk maju.?!

Namun dewasa ini, apabila penulis perhatikan, selain masalah dualisme
atau dikotomi pendidikan yang telah menjadi percaturan yang belum dapat
terselesaikan sampai saat sekarang, penulis juga melihat bahwa pendidikan Islam
di Indonesia khususnya di madrasah juga masih ditemukan kesenjangan antara
yang seharusnya dengan kenyataan nyata atau antara cita dan fakta.

Di madrasah, permasalahannya adalah proporsi pendidikan agama yang
dikurangi. Kurikulum madrasah semula 60% agama dan 40% umum, berubah
menjadi 30% agama dan 70% umum.18 Terlebih ditambah dengan munculnya
kurikulum madrasah 2004 yang hanya memberi proporsi lebih sedikit untuk
pendidikan agama (sekitar 12%). Problem ini semakin memicu gejolak
masyarakat sekaligus mengurangi kepercayaan atas eksistensi madrasah.

Di samping problem di atas, kurikulum pendidikan Islam yang ada saat ini
pada kenyataannya masih belum sesuai dengan pertimbangan dasar dan prinsip di
atas. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih adanya mata pelajaran yang masih
monoton disampaikan, sejak mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah (SD) sampai

dengan perguruan tinggi (IAIN). Misalnya dalam mata pelajaran figh tentang

21 Darmuin, M.Ag., Prospek Pendidikan Islam Di Indonesia: PBM-PAI Di Sekolah;
Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1998), h.82.
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thoharoh ini sudah diajarkan, namun kenapa di MTs, MAN bahkan di IAIN
sendiri masih juga diajarkan sama persis seperti ketika masih di MUSD.?

Dari berbagai uraian dan persoalan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa
kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu komponen yang amat penting
dalam proses pendidikan Islam. Kekeliruan dalam menyusun kurikulum, akan
membawa ahli didik mengemukakan ketentuan berbagai macam guna penyusunan
kurikulum itu. Kurikulum yang sejalan dengan idealitas Islami adalah kurikulum
yang mengandung materi (bahan) ilmu pengetahuan yang mampu berfungsi

sebagai alat untuk tujuan hidup Islami.

2Hamid Hasan Bilqrami, Sayid Ali Asyrof, Konsep Universitas Islam, (Yogyakarta: PT.Tiara
Wacana, 1989), h. 84.



BAB 111
DIALEKTIKA NORMATIVITAS DAN HISTORISITAS DALAM
PENDIDIKAN ISLAM

A. Problem Dialektika Normativitas Dan Historisitas Dalam Pendidikan Isam
1. Problem Epistemologis

Dalam pembahasan ini, sebelum penulis menunjuk adanya beragam
sistem problem pendidikan Islam minus dialektika yang termanifestasi dalam
pendisiplinan keilmuannya menurut Amin Abdullah, sedapat mungkin akan
diberikan kerangka paradigmatik konsep Islam sebagai standarisasi akademis
dalam mempersoalkan beragam ketimpangan pada sistematika keilmuan yang
dipakai.

Jika pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan sistematis untuk
mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik’, maka pendidikan Islam
merupakan sebuah usaha menuju pemahaman tentang Islam kepada
terbentuknya kepribadian muslim.2 Pokok pegangan yang dijadikan ukuran
mencapai kepribadian muslim adalah al Qur’an dan al Hadist. Sikap definitif
tersebut bukan tanpa masalah, karena bermunculannya pemahaman yang
bervariasi atas teks al Qur’an dan sunnah, hingga harus dipertanyakan sebatas
apa kedua landasan ortodoks tersebut mengatur mekanisme operasional dalam

konsepsi pendidikan Islam.

! Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), h. L.
2 Nur Uhbiyati, #lmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 9
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Untuk itu, terlebih dahulu niscaya dipaparkan adanya perdebatan
serius yang saling-silang dari para ulama tafsir tentang bagaimana meng-
interpretasi teks al Qur’an sebagai ukuran nilai, baik dalam ritus-spirutualitas
di wilayah privat (Hablun Min Allah) maupun dalam aspek-aspek interaksi
sosial-kemasyarakatan di wilayah publik (Hablun Min An Nas). Silang
pendapat atas teks, salah satunya dilatarbelakangi oleh munculnya
problematika eksistensial untuk menghadirkan Islam yang otentik dan orisinil,
sebagai konsekuensi atas kayakinan ajarannya yang shalih likulli zaman wa al
makan.

Dalam eksplorasi makna ini, setidaknya ada dua kecenderungan umum
yang dapat disebutkan disini. Kecenderungan pertama ditunjukkan oleh
kelompok yang memilih pemahaman skripturalistik (fekstual) dengan alasan
untuk mengantisipasi penyelewengan makna teks (sebagai wahyu) dari
maksud yang sebenarnya. Kelompok ini berkeyakinan bahwa al Qur’an
adalah teks yang serta-merta hidup dan secara langsung dapat diterapkan ke
tengah-tengah khalayak umat Islam sebagai undang-undang berperilaku,
bersikap dan berkeyakinan. Kelompok ini menolak interpretasi teks yang
dilakukan secara burhani.

Kecenderungan kedua diwakili oleh kelompok yang berpendapat
bahwa al Qur’an adalah pesan-pesan universal ketuhanan dengan seperangkat
nilai ideal yang masih membutuhkan penjelasan parsial jika hendak dijadikan

sebagai terapan bagi realitas. Parsialisasi atas universalitas makna teks
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tersebut didasarkan atas konteks sejarah yang melingkupi suatu tatanan
masyarakat dalam kurun waktu tertentu dan di wilayah tertentu pula.

Secara historis, kelompok pertama pada dasarnya menganut
pemahaman yang dibangun oleh golongan salaf dalam disiplin ilmu tafsir.
Sementara pihak kedua disinyalir terilhami oleh golongan khalaf. Lebih
lanjut, perkembangan tradisi penafsiran dalam mendekati makna
sesungguhnya dari kitab suci, pada gilirannya menjadi motivasi utama yang
mewarnai dinamika perbedaan (ikhtilaf) pemahaman di dimensi lain dalam
Islam seperti teologi (kalam), hukum-hukum formal (figh) dan juga
menyangkut moralitas. Di wilayah figh, dapat disebut sedikitnya enam
madzhab yang berbeda: Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah,
Syafi’iyah, Dhahiriyah, dan Ja’fariyah. Di wilayah teologi ada Syi‘ah,
Mu’tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah Wal Jama’ah
(dialektika antara Asy’ariyah dan Maturidiyah). Dan di wilayah spiritualitas
(tasawuf) terdapat ajaran-ajaran yang dijadikan rujukan, diantaranya adalah
sufisme falsafi yang dapat dirunut dari ajaran al Hulul dan Wahdatul Wujud-
nya Al Hallaj, Ibn Arabi hingga Syaikh Siti Jenar dan sufisme Sunni yang
membuat perpaduan etika dan figh dari Al Ghazali dan Az Zarnuji hingga
Wali Songo.

Sementara itu meningkatnya suhu perubahan yang sedemikian cepat
dan diiringi oleh serangkaian implikasi destruktif, hampir tidak dapat dikejar

dan dikendalikan oleh berbagai perangkat dalam dogmatika Islam dan
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dogmatika agama lain. Hal itu menimbulkan perdebatan baru yang semakin
kulminatif dalam memahami Islam. Pada saat yang hampir bersamaan,
munculnya imperialisasi dan kolonialisasi Barat atas dunia Islam telah juga
menjadi faktor-faktor responsif para ulama dan cendekiawan muslim.

Imperialisasi tersebut tidak hanya disebarkan melalui represi, tetapi
juga melalui hegemoni budaya dan pemikiran, seperti munculnya disiplin
orientalisme yang merajut bangunan ilmu yang sengaja memposisikan Timur
(Islam) secara minor. Dari domain ini, Islam semakin menemukan
tantangannya. Respon atas tantangan yang dihadapi dunia Islam kemudian
menambah variasi konsep Islam, seperti tradisionalisme Islam, modernisme
Islam, Islam neo-modernis dan Islam liberal. Disamping itu lahir ide-ide
pembaharuan lain yang ditawarkan oleh para cendekiawan muslim seperti
Islam transformatif, Islam emansipatoris dan lain-lain.

Fenomena demikian, selain membuktikan adanya fleksibilitas ajaran,
juga harus diakui sebagai salah satu muara determinan bagi kerancuan
pemahaman atas Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut jarang
dianggap sebagai konflik konstruktif yang mendewasakan, sebaliknya justru
direspons secara reaksioner. Sehingga Islam, yang selama ini dianggap
sebagai agama langit dengan turunnya wahyu al Qur’an dan tausiyah
ketauladanan sunnah, sesungguhnya mengalami dilema yang harus dianggap

serius.
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Pertama, masih kentalnya pengusungan totalitas pemahaman masa
lalu ke masa kini, tanpa pertimbangan latar belakang yang membasisi kultur,
realitas dan dinamika yang melingkupi masing-masing rentang masa. Hal ini
menyebabkan disparitas antara pretensi untuk mengaplikasi nilai-nilai Islam
dengan realitas itu sendiri. Ketaktersambungan ini jualah yang telah membuat
kreatifitas beragama menjadi stagnan. Di samping itu, apa yang diusung
secara total dari tradisi pemikiran masa lalu ini justru dianggap sacred dan
taken for granted dan seakan semata-mata datang dari Tuhan. Selanjutnya ia
dikukuhkan melalui institusi formal keagamaan, baik melalui ruang-ruang
sosial, birokrasi maupun pendidikan. Padahal kesemuanya tidak lain adalah
bagian dari dialektika historis keberagaman masa lalu yang lahir dari ulama,
bukan merupakan wahyu dari Tuhan. Di pihak lain, romantisme pemikiran
tersebut tidak dengan serta merta lahir dari ruang kosong yang bebas nilai dan
bebas beban ideologis, namun senantiasa terpola oleh determinasi kultur dan
kekuasaan pada masanya. Sehingga hasil pemikiran keberagamaan (at turats)
niscaya dipahami sebagai khazanah keagamaan yang konteks di masanya,
yang dapat berubah sesuai dengan konteks masa yang lain.

Kedua, munculnya dua potensi diametral yang saling bertentangan
dalam tubuh Islam, seperti halnya agama-agama lain, layaknya dua sisi dari
satu keping mata uang yang satu dan lainnya saling bertolak belakang. Di satu
sisi, Islam memberi pedoman nilai keselamatan dan kebahagiaan dunia-

akhirat, menasehatkan asas keadilan, kerukunan, keharmonisan sesuai dengan
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asas-asas kemanusiaan. Di sisi lain, realitas keberagamaan justru lebih sering
menampakkan hal yang sama sekali bertentangan, yaitu terjadinya pertikaian
dan chaos atas nama agama. Tentu saja ini sebuah kenyataan yang
menyakitkan. Tidak hanya Islam, potensi yang sama, sekali lagi, juga
dipertontonkan oleh para pemeluk agama lain. Agama dengan demikian telah
menegasikan nilai-nilai humanitas ketika didialogkan dengan dinamika sosial.

Namun demikian, fenomena ini malah dipahami sebagai sebuah
pemakluman atas agama, dengan menjadikan sang pemeluk sebagai obyek
yang musti dipersalahkan. Argumentasi ini tidak hanya menjadi pemakluman
atas kronis penyakit yang diderita agama, tetapi bahkan menjadi semacam
apologi untuk menyelamatkan agama dari telaah dan apresiasi kritis atasnya.
Padahal harus diakui bahwa potensi ideologis senantiasa beroperasi di dalam
sisi internal agama itu sendiri. Sebagaimana diungkap oleh Saint Agustinus
dalam karyanya De vera Religione, bahwa secara eksplisit tidak mungkin ada
cara menyembah Tuhan yang ‘benar’, kecuali disana juga terdapat cara yang
salah atau sesat; dengan demikian terdapat satu agama yang ‘benar’ dan
agama lainnya ‘tidak benar’. Disinilah fungsi ideologis-eksklusif agama
secara operatif memainkan perannya.’

Adanya kewajiban menyebarkan kebenaran agama-agama kepada

umat manusia, misalnya melalui dakwah (Islamisasi) dan misi (Kristenisasi)

17.

3 Jurnal GeérbanG, Studi tentang Studi Agama, No. 13, Vol. V, Oktober - Desember 2002, h.
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dalam ruang kontestasi sosial, mengakibatkan benturan kebenaran kuasa
agama. Benturan dari transfer nilai agama di ruang sosial ini mengkristal
menjadi ‘perang urat saraf’ berupa stigmatisasi dan fruth-claim dengan
mengajukan dalih-dalih pembenaran atas kelompoknya dan penyalahan atas
kelompok lain. Singkatnya, benturan antar doktrin tidak dipahami sebagai
dialog yang dinamis, namun lebih dijadikan sebagai sebuah pembelaan
kebenaran atas nama Tuhan masing-masing. Jika kontestasi perebutan
pengaruh (kuasa agama) ini tak diantisipasi sejak dini, yang terjadi kemudian
adalah pertikaian di bawah payung perang suci (Holy War) ataupun jihad fi
sabilillah.

Problematika dasar di atas, akan dijadikan oleh penulis sebagai basis
pemunculan kerangka paradigmatik yang seharusnya diacu oleh dimensi

apapun yang mengatasnamakan Islam, khususnya pendidikan Islam.

. Islam sebagai dasar pendidikan kemanusian

Maksud dari Islam sebagai agama kemanusiaan adalah meletakkan
Islam pada dimensi manusia, dimana manusia hidup dalam realitas sosiologis.
Islam semestinya dipahami sebagai sistem kebudayaan (cultural system) yang
mengandung simbol-simbol pengontrol menuju suatu pencarian makna baru.
Namun ketika dihadapkan pada realitas sosial, ternyata simbol-simbol

tersebut tidak selalu sesuai. Dengan dasar ini setidaknya Islam, sebagaimana
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konsep kebudayaan yang dilontarkan oleh Cliffort Geertz', dipahami sebagai
kebudayaan dengan dua model, yaitu: model for reality berupa doktrin; dan
model of reality yang berupa realitas sosial. Kenyataan bahwa Islam sebagai
konsepsi realitas dengan Islam sebagai realitas sosial memunculkan setidak-
tidaknya ‘dua unsur Islam’, yaitu great tradition (tradisi besar), berupa
doktrin original atau tradisi normatif dan idealistik dari al Qur’an dan sunnah
—pada tingkat empiris mendekatkan dengan praktek Islam historis di Timur
Tengah- dan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi local)
yang terkadang melahirkan ‘ketegangan’ saat berhadapan dengan
konteksnya.’

Pada titik inilah, pembedaan Geertz atas dua unsur dalam internal
keberagamaan Islam menjadi problem dasar. Sebab hal itu sekaligus
menampakan suatu proses konfrontasi dan konfirmasi yang menyebabkan dua
efek mendasar yaitu; mengobyektifikasikan pilihan-pilihan moral dan estetis,
dan juga mendukung kepercayaan-kepercayaan (simbol-simbol religius)
dengan membangkitkan dan merasakan secara mendalam sentimen-sentimen
moral dan estetis. Maka, pertemuan Islam doktrin dengan realitas sosial
seringkali menyebabkan pergeseran dalam pemahaman terhadap teologi

Islam. Pergeseran teologis ini banyak dipengaruhi oleh perubahan masyarakat

2003, h.

* Tanwir, Keberpihakan Islam terhadap Kemanusiaan, Edisi ke.3. Vol I, No. 3 September
14
3 Azzyumardi Azra, Renaissans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan,

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet .11, 2000), h. 8.
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dan persoalan kemanusiaan yang mendorong pemikir Muslim untuk
merumuskan kembali teologi Islam.

Memahami teologi Islam tidak akan terpisahkan dari pentingnya
memahami posisi agama, secara umum, dalam struktur sosial. Dalam konteks
ini, Islam menyejarah secara dialektis hingga bersinggungan dengan budaya,
konstruksi sosial hingga wacana teologi dalam setiap komunitas umat. Untuk
memahami ini, menarik mencermati tiga momen dialektis yang terjadi dalam
masyarakat yaitu eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi.’® Melalui
eksternalisasi, manusia mengekspresikan diri membangun dunianya. Ekspresi
ini memanifestasikan suatu realitas obyektif setelah melalui proses
obyekifikasi. Demikian juga realitas obyekif juga akan berpengaruh kuat bagi
pembentukan perilaku manusia setelah manusia tadi melewati tahap
internalisasi. Dapat dipahami bahwa setiap masyarakat mewariskan pranata
sosial yang dibangun dari generasi ke generasi dalam suatu proses sosialisasi.
Dalam proses sosialisasi ini, makna dan nilai dari pranata sosial terwariskan
sedemikian rupa hingga setiap individu terstruktur dalam kesadaran yang
paling dalam di tengah suatu konstruksi sosial yang berfungsi sebagai
legitimasi dalam praksis sosialnya.

Fungsi legitimasi adalah kognitif dan sekaligus normatif. Kognitif

karena menjelaskan mengenai makna realitas sosial dan normatif karena akan

S Peter L. Berger, Kabar dari Langit, Makna Teologis dalam Masyarakat Modern, (Jakarta;
LP3ES, 1991) h. 24,
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Begitu kompleksnya Islam bersinggungan dengan tradisi dan
kemanusiaan, maka Mohammed Arkoun menilai Islam bukan hanya kerangka
teologis dalam memahami dan keyakini Tuhan, tetapi di dalamnya tersirat sisi
kemanusiaan yang bersifat antropologis-kontekstual.’

Dari paparan itu, Islam yang terkonteks pada ruang dan waktu dan
senantiasa bersinggungan dengan aspek-aspek sosiologis, niscaya dipahami
sebagai yang dapat berubah dinamika parsialitasnya secara kontinyu,
walaupun ada hal universal yang tetap dipertahankan sebagai keyakinan
normatif. Sehingga telaah kritis atasnya juga bukan semata-mata untuk
menghancurkan, melainkan memposisikannya sebagai Islam yang Qabil li an
Nigash wa at Taghyir (menerima kritik dan perubahan).

Di atas segalanya, realitas keberagamaan yang sedemikian kompleks
menuntut dipikirkannya sebuah rekonstruksi atas otentisitas dan orisinalitas
Islam ke dalam perdebatan antropologis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor
intrinsik, diantaranya: Pertama, bahwa antroposentrisme pemahaman niscaya
dimaknai sebagai suatu kelaziman, tatkala ia berposisi diametral dengan
realitas kehidupan manusia. Hingga Islam pun kemudian harus dimaknai
sebagai Islam lokal dan kontekstual yang menghadirkan pada dirinya sebuah

‘kata sifat’.

7 Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Post modernisme,
(Surabaya: Al Fikr, 1999), h. 162.
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Kedua, antroposentrisme menunjuk hadimya perkembangan Islam
yang dapat difungsikan dan diperankan dalam variasi entitas kehidupan, baik
di domain politik, sosial-budaya dan ekonomi sekalipun, tentunya dengan
beragam interpretasi. Keriga, Islam merupakan agama langit yang lazim
dibumikan, sebab ia dituntut berperan untuk realitas ‘bumi’, dan bukan
realitas ‘langit’. Keempat, yang paling pokok untuk dipahami adalah bahwa
perbedaan dan perdebatan yang saling-silang sebagai konsekuensi dari
antroposentrisme dogmatika merupakan rahmat, dan bukanlah hal tabu.

. Islam sebagai dasar pendidikan toleran

Lewat pemahaman al Qur’an secara komperhensif dan utuh akan dapat
ditemukan pokok-pokok ajaran yang berkaitan dengan pluralisme
keberagamaan manusia lantaran dari semula al Qur'an memang telah
berdialog dengan berbagai fundamental values yang dianut oleh berbagai
kelompok agama dan non-agama yang tumbuh-kembang sebelum hadirnya
tawaran Islam. Fundamental values yang ada dalam al Qur’an terjabarkan dan
teraktualisasi dalam perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Artinya,
das sein dan das sollen yang masing-masing menunjuk kepada dimensi
historis kenabian dan dimensi normatif wahyu, maka bagi umat Islam kedua
dimensi tersebut iBarat setali tiga uang. Ada hubungan organik dan tarik-
menarik yang kuat antara kedua sisi tersebut, sehingga membentuk dinamika

kehidupan beragama yang kokoh tetapi juga lentur, bahwa dimensi normatif
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harus direalisasi ke dalam dimensi historis, juga sebaliknya dimensi historis
tetap akan terintervensi oleh konsepsi normatif.®

Di tengah determinan masyarakat yang pluralistik, ajaran al Qur’an
mengajak kepada seluruh komunitas muslim yang saling berbeda pola pikir
dan cara pandang dan juga mengajak para penganut agama lain untuk saling
menghargai dan  bertoleransi melalui dialog yang konstruktif
berkesinambungan. Dalam hal ini toleransi dan penghargaan atas perbedaan,
Nabi Muhammad pernah memberi suri tauladan yang sangat inspiring di
hadapan para pengikutnya.

Pertama, terbentuknya mitsaq al Madinah (piagam Madinah) sebagai
pancangan tipe ideal konsep masyarakat. Sejarah mencatat bahwa nabi pernah
dikucilkan bahkan diusir dari tanah tumpah darahnya (Makkah). Nabi
kemudian terpaksa hijrah ke Yatsrib. Di sana beliau mengadakan perjanjian
damai dengan pemeluk agama-agama lain dan berjanji bersama-sama untuk
saling tolong-menolong dan saling menghargai. Hingga Yatsrib pun berganti
nama menjadi Madinatur Rasul, untuk kemudian disebut Madinah saja.

Kedua, peristiwa Fathu Makkah. Ketika umat Islam telah mempunyai
kekuatan infra struktural dan supra struktural, mereka berbondong-bondong
datang ke Makkah untuk melaksanakan haji yang dipimpin oleh Nabi sendiri.

Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah

¥ Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 73.
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balas dendam kepada siapapun juga yang telah menghina, mengusir dan
penyiksanya dahulu.

Kedua teladan tersebut niscaya menjadi bukti historis bahwa Islam
merupakan agama yang toleran dan sedemikian menghargai perbedaan.
Manusia muslim sendiri dituntut untuk senantiasa merendahkan hati dan
bersedia berdialog dengan kebenaran dan kesabaran dalam setiap langkah
dalam perjalanan hidupnya.

Kerangka paradigmatik tersebut di atas: 1) Islam sebagai teologi
kemanusiaan, 2) Islam sebagai Agama yang toleran dan menghargai perbedaan,
kemudian akan dijadikan tolok ukur atas perjalanan konsepsi pendidikan Islam
yang ada di Indonesia dan juga untuk menemukan berbagai krisis disiplin

keilmuan yang ada di dalamnya.

. Epistemologi Kurikulum Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan bentuk hubungan paling esensial dalam kehidupan
manusia sehingga peran dan fungsinya dalam kehidupan yang terus menerus
berubah akan tetap langgeng, meski banyak menghadapi ‘gugatan’. Apabila
ditarik ke dalam konteks pendidikan Islam maka keadaannya tidak jauh berbeda,
bahkan tampak sekali persoalan yang memunculkan gugatan di sini terasa lebih
kompleks dan problematis. Sejauh ini, sebenamya telah disadari bahwa dunia
pendidikan Islam masih menyimpan segudang persoalan yang menggelisahkan

dan menuntut jawaban segera.
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Dalam kaitan ini, Fazlur Rahman dalam buku terkenalnya Islam,
misalnya, juga mengungkapkan kegelisahannya perihal nasib pendidikan Islam.
Menurutnya, pembaruan Islam dalam bentuk apapun yang berorientasi pada
weltanschauung Islam yang asli dan modern harus bermula dari pendidikan. Ini
berarti pendidikan Islam menempati posisi dan peran strategis dalam
mendinamisir kiprah kesejarahan umat. Namun demikian, realitas pendidikan
Islam terlihat sangat jauh dari idealitas yang diharapkan karena sedemikian
banyak persoalan yang tengah menderanya sehingga memunculkan beragam
krisis.

Pangkal krisis tersebut adalah surutnya ‘intelektualisme Islam’ sebagai
akibat kemandulan pendidikan Islam. Dalam hal ini, pendidikan Islam pada
hakikatnya adalah proses pembudayaan, yaitu proses pengembangan dan
pemekaran potensi kreatif yang berlangsung dalam penggal sejarah budaya
masyarakat muslim tertentu. Oleh karena itu, pendidikan pun dianggap memiliki
hubungan organic-fungsional dengan kebudayaan. Melalui pendidikan Islam,
budaya masyarakat muslim semestinya bisa tetap eksis, dinamis, dan progresif.
Dan bukan justru sebaliknya, statis dan stagnan. Sebab, jika kondisi statis dan
stagnan ini yang berlangsung maka ‘intelektualisme Islam’ sebagai esensi

pendidikan Islam berarti telah menyurut. Dengan demikian, untuk merancang dan
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mendinamisir kebudayaan Islam, perlu diprioritaskan pendidikan yang menjadi
basis utama maju-mundurnya kebudayaan Islam.

Dalam konteks relasi antara pendidikan dengan kebudayaan, sangat
relevan untuk disimak kritik dari Nasr Hamid Abu Zaid yang menyatakan bahwa
menyatakan bahwa bangunan pemikiran keagamaan umat Islam hingga kini
masih ditandai oleh 5 karakteristik dasar, yaitu (1) penyamaan antara pemikiran
dan agama (2) penafsiran terhadap realitas historis-empiris yang bertumpu pada
causa prima (3) bersandar sepenuhnya pada otoritas ‘tradisi’ (turats) atau (salaf)
(4) absolutisme ideologis dan (5) pengabaian aspek historis.'®

Lima karakteristik dasar tersebut, yang lebih tampak sebagai karakteristik
preferensi epistemologis, tiada lain merupakan manifestasi kerapuhan intelektual
yang telah sekian lama mengakibatkan kejumudan masyarakat muslim. Sebagai
akibatnya, realitas sosial-budaya yang sedemikian cepat berubah dan berkembang
telah mengakibatkan mereka semakin tertinggal karena terbukti tidak efektifnya
pendekatan keagamaan yang mereka pergunakan untuk menjawab berbagai
permasalahan hidup yang timbul. Ketidakefektifan terjadi lantaran realitas sosial-
budaya berubah begitu dinamis, sedangkan pendekatan yang mereka pakai
bersifat statis atau bahkan regresif. Realitas sosial-budaya adalah persoalan
historis-empiris, namun seringkali pendekatan yang dipergunakan untuk

mengatasinya justeru bersifat normative tekstual. Akibatnya, mereka lebih banyak

% Fazlur Rahman, Islam (Bandung: Pustaka, cet. III, 1997), h.122.
1 Mahmud Arif, Pendidikan Transformatif,... h., 235.
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menjadi ‘objek’ daripada ‘subjek’ dalam pentas dinamika kehidupan modem.
Sebagai manifestasi aspek inti kebudayaan, bangunan pemikiran keagamaan
tersebut dapat dilihat sebagai suatu tata kehiidupan (order), sebagai suatu proses,
dan juga sebagai suatu visi tertentu (goals).

Dalam bangunan pemikiran keagamaan semacam itu, nilai dan tujuan
akhir yang dicita-citakan oleh masyarakat muslim diproduksi, disosialisasikan,
diinternalisasikan, dilembagakan, dan dikembangkan, khususnya melalui wahana
pendidikan. Akibatnya, pendidikan Islam sebagai proses ‘pembudayaan’ menjadi
statis, tradisional, dan konservatif karena bangunan pemikiran keagamaan yang
memiliki kaitan ontologis-epistemologis dengan kerangka kebudayaan justeru
telah mendasari lahimya berbagai bentuk absolutism dikalangan masyarakat
muslim, yang berupa:

Pertama, absolutisme teologis-ideologis, yakni keyakinan umat Islam
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia telah ditetapkan oleh
allah pada masa azali. Absolutisme teologis-ideologis ini melahirkan keyakinan
hidup fatalistic bagi sebagian umat Islam Indonesia sehingga mereka bersikap
pasrah terhadap suratan nasib tanpa mau berusaha serius untuk dapat
mengubahnya. Mereka pun kemudian terkesan mengingkari prinsip kausalitas
yang berlaku dalam semesta kehidupan ini, dan menafikkan atau mengerdilkan
kebebasan/kemampuan manusia dengan berkedok kedaulatan hukum (hakimiyah)

Tuhan. Keyakinan ini pun seakan ‘disemai’ oleh kesesuaiannya dengan citra
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manusia tradisional jawa yang sejatinya adalah citra wayang belaka dalam
pagelaran jagat cilik (mikrokosmos) yang digerakkan oleh sang dalang.

Konsep dan praktik pendidikan Islam yang muncul dari ‘rahim’ ideologi
Jabariyah semacam itu tentunya tidak akan sanggup memelopori gerak
perubahan, kemajuan, dan pembebasan. Sebaliknya, prinsip pendidikan yang ada
hanya sekadar penyadaran posisi, status, dan kewajiban manusia (peserta didik)
dalam piramida tatanan hierarkis yang sudah di predestinasi oleh suratan nasib. Di
sini, kemampuan dan kebebasan manusia dinilai hanya bersifat semu, yang nyata
adalah kekuasaan dan keabsolutan Tuhan.

Selain berdampak ‘teologis’ keyakinan seperti itu ternyata juga mengakar
kuat dalam warisan spiritualitas Islam sufistik yang paling tidak, memiliki tiga
struktur dasar, yaitu: (1) penekanan keberagamaan pada kesalehan pribadi (2)
kepasifan (kepasrahan total) seseorang terhadap bimbingan guru untuk bisa
meraih kesalehan pribadi; dan (3) pola hidup asketik. Inilah pengaruh tasawuf
‘eksesif’ atau tasawuf ‘negatif’ yang begitu dominan dan yang menjadikan
spiritualitas Islam sufistik dinilai sebagai penghambat kemajuan. Kendati dalam
kaitan ini harus diakui bahwa sebenarnya citra spiritualitas Islam sufistik tidak
sepenuhnya demikian karena di dalamnya juga terdapat warisan tasawuf ‘positif’
yang sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dan mendinamisir gerak kehidupan.

Kedua, absolutisme intelektual / pemikiran. Ini terkait dengan munculnya
kecenderungan untuk membaku-bekukan pemikiran keagamaan yang ditandai

oleh slogan penutupan pintu ijtihad, pola pikir taklidiyah, dan rasa rendah diri
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terhadap tradisi (furats) yang ada. Oleh karena itu, produk pemikiran keagamaan
yang diwariskan generasi muslim masa lalu kemudian dianggap sudah final dan
tidak perlu lagi dikaji ulang. Dari sini, muncul pameo yang mengatakan: ‘orang
muslim dewasa ini secara fisik hidup di alam modern, namun pola pikirnya masih
‘tertambat’ pada warisan pemikiran keagamaan masa silam. Dengan nada kritis,
Hasan Hanafi menggambarkan hegemoni furats (tradisi pemikiran) terhadap
kesejarahan umat Islam dewasa ini dengan tiga karakteristik utama, yaitu (1)
sesuatu yang kita warisi (al-manqul ilaina) (2) sesuatu yang kita fahami (al-
mafhum lana), dan (3) sesuatu yang mengarahkan perilaku kita (al-muwajib
lisulukina). Oleh karena itu, tidaklah aneh jika hal semacam itu pada gilirannya
justru mengakibatkan munculnya kepribadian yang terbelah (split personality)
dalam diri umat Islam. Realitas sosial-budaya yang sedemikian cepat berubah
dengan berbagai implikasi dan konsekuensinya telah memunculkan ‘relativitas’
nilai dan makna hidup sehingga mentalitas dan pola pikir taklidiah yang
mengarah pada tajmid al-fahm (pembekuan pemahaman) pun sulit ditepis. Disini
seorang muslim hanya bisa menyadari akan adanya persoalan (ihsas al-
musykilah) yang menghimpit, namun ia tidak mampu merumuskan dan
memecahkannya. Hal ini terjadi karena orientasi ke masa silam yang begitu
dominan terbukti menghambat pengembangan pola pikir kritis-kreatif sebagai
bagian dari proses konsientisasi terhadap individu agar membekali diri dengan
kemampuan bertindak partisipatif dan antisipatif dalam kompleksitas dinamika

kehidupan.
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Ketiga, absolutisme epistemologis. Menurut absolutisme jenis ini,
kebenaran hanya ada satu dan cuma bisa diungkap dengan satu cara; tidak ada
kebenaran dan cara lain yang dapat dianggap valid untuk mengungkapnya adalah
seperti yang telah diformulasikan dalam madzhab keagamaan sehingga tak
mungkin ditemukan kebenaran dan cara lain diluarnya. Dengan demikian,
parameter yang dipakai bersifat tunggal dan berlaku universal. Ini berarti upaya
mengungkapkan kebenaran dinilai telah self sufficient sehingga tidak lagi
memerlukan bantuan pendekatan ataupun metode yang disumbangkan oleh ilmu-
ilmu sosial dan humaniora modern. Munculnya kecenderungan kuat untuk lebih
mengunggulkan ilmu-ilmu ke-Islaman daripada ilmu-ilmu ‘sekuler’ dan
mendikotominasi diantara keduanya adalah salah satu manifestasi absolutisme
epistemologis, atau bisa disebut juga dengan dominasi nalar ortodoksi-dogmatik.

Pengaruh absolutisme tersebut telah menyebabkan -wacana pemikiran
keagamaan yang mengemuka lebih menampilkan fenomena normative-
reproduktif yang gagal memilah secara kritis antara normativitas dengan
historisitas agama, dan gagap mempertautkan secara produktif antara ijtihad dan
tajdid dengan tuntutan modenitas yang seringkali diwarnai berbagai ketegangan
(tensions). Dari sini, dirasa sangat tepat sinyalemen yang menyatakan bahwa
selama ini sejarah pemikiran Islam -meminjam istilah al-Jabiri— lebih didominasi
oleh gerak ‘statis’ (harakat i’timad) dari gerak ‘dinamis’ (harakat naqlah).
Sebagai akibatnya, pemikiran Islam mengalami krisis perkembangan dan

kemajuan. Lebih jauh lagi, absolutisme tersebut mengklaim bahwa validitas dan
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otoritas keilmuan-kebenaran dipandang sebagai monopoli ‘ekslusif’ ilmu-ilmu
keislaman. Oleh karena itu, absolutisme ini cenderung memisahkan secara tegas
antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler, baik dalam segi objek formal-
materiil, metosde penelitian, kriteria kebenaran, maupun dalam peran yang
dimainkannya.

Jika dirunut ke belakang, wawasan intelektual bipolar-dikotomis seperti di
atas telah mencirikan sejarah pemikiran Islam klasik, bahkan hingga merembes
masuk ke dalam relung kesadaran terdalam umat Islam dan pada gilirannya
melahirkan ‘nalar keagamaan’ yang berhadap-hadapan dengan nalar ‘ilmiah’.
Wawasan intelektual bipolar-dikotomis ini ternyata menjadi landasan setiap
pemikiran Islam, baik dalam kaitannya dengan kosmologi, antropologi, aksiologi,
maupun matriks epistemologi. Tidak hanya itu, ia juga telah memasuki wilayah
institusional birokratik (pendidikan) di Indonesia. Akibatnya dominannya nalar
keagamaan (nalar ortodoksi dogmatic) tersebut, wawasan bipolar-dikotomik
(dualisme) berhasil meminggirkan nalar ilmiah dari ranah intelektual-budaya.
Sebagai akibatnya, konstruksi pemikiran keagamaan dan penyelenggaraan
pendidikan mengalami pergeseran, yakni (1) pergeseran agama Islam menjadi
agama yang sekadar berurusan dengan persoalan pengaturan relasi langsung
antara hamba dan Tuhan, dan relasi antara manusia dengan sesamanya (2)
keterpurukan umat Islam dalam panggung sejarah yang memang dibangun atas

dasar ‘nalar ilmiah’, sedangkan mereka telah kehilangan nalar ini (3) dominasi
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cara pandang yang kaku dan hitam-putih; dan (4) pola pengajaran yang
indoktrinatif dan mengebiri kritisisme.

Tanpa bermaksud menegasikan keberadaan faktor-faktor determinan yang
lain, cukup beralasan apabila muncul anggapan bahwa konsep statis dan degradasi
fungsional pendidikan Islam -sebagaimana diafirmasi oleh uraian Pervez
Hoodbhoy dan Azyumardi Azra — mempunyai kaitan erat dengan berbagai bentuk
obsolutisme tersebut. Artinya, cukup beralasan apabila kemudian dikatakan
bahwa pendidikan Islam, baik pada tataran konsep maupun praktik, merupakan
media institutionalization of absolutism (pelembagaan dan kristalisasi berabagai
bentuk absolutisme) karena pendidikan telah kehilangan ruh transformatifnya
akibat terlalu banyak ‘malpraktik’ dalam kegiatan edukasi yang dilakukan.
Setidaknya, hal ini bisa ditunjukkan lewat pola pendidikan tradisional yang
hingga kini masih terus dipraktikkan dan multikritis sebagaimana yang tengah
dialami oleh pendidikan Islam. Menurut Pervez Hoodbhoy, bila dibandingkan
dengan pola pendidikan modern, pola pendidikan tradisional memperlihatkan
perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

‘No  Pendidikan Tradisional Pendidikan Modern

-1 | Orientasi akhirat; orientasi ke masa . Orientasi modern; orientasi masa depan

i

- silam
2 :iTujuan untuk sosialisasi ke dalam Tujuan ' untuk perkembangan3
Islam " individualitas

3 Kurikulum tidak berubah sejak abad Kurikulum mengalami perubahan mata -

pertengahan - pelajaran
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4 Pengetahuan diwahyukan dan tidak = Pengetahuan diperoleh melalui proses
' dapat diubah : empiris dan deduktif

5 Pengetahuan  diperoleh  karena | Pengetahuan  diperlukan - s'éiié{ééi'f
: - perintah Tuhan . pemecah masalah

6 | Mempertanyakan  persepsi dan  Mempertanyakan persepsi dan asumsi
~ asumsi tidak dibenarkan  dibenarkan |
7 Cara mengefar otorier-indokisinaif | Cara mengajar melibatkan parisipasi |

- (tidak melibatkan partisipasi murid) = murid
"Menghafal  (memorizing)  diluar ' Internalisasi konsep kunci sangat
 kepala sangat dipentingkan dipentingkan

' menerima  positivistik (kritis) dan

10 | Pendidikan tidak terdiferensiasi ' Pendidikan ~ dapat  menjadi

i
 terspesialisasi

Selain melalui beberapa karakteristik tersebut, pola tradisional pendidikan
Islam juga dapat dilihat melalui kaitan fungsionalnya dengan kebudayaan.
Semestinya, pendidikan Islam bisa memerankan tiga fungsi pokok sekaligus,
yaitu (1) fungsi preservasi dinamik (2) fungsi partisipatoris (3) fungsi prepartoris-
antisipatoris.

Akan tetapi, realitas pendidikan Islam justru terlihat dalam kondisi yang
bertolak belakang, atau paling tidak, pendidikan Islam belum mampu secara
maksimal dan seimbang memerankan ketiga fungsi tersebut. Dengan fungsi
pertama, pendidikan Islam diharapkan tidak berorientasi pada usaha

mempertahankan warisan budaya (konsevator) dalam artian statis, tetapi



76

berorientasi pada usaha melestarikan unsur-unsur esensial warisan budaya dan
membuka diri terhadap unsur-unsur positif dari luar karena kebudayaan itu pada
hakikatnya lebih sebagai sebuah proses daripada sebuah produk.

Fungsi kedua, pendidikan Islam dituntut bertanggung jawab terhadap
generasi masa kini. Proses pendidikan secara aktif meramu nilai-nilai budaya
lama dengan nilai-nilai kontemporer dalam rangka pembentukan kepribadian
peserta didik yang diperlukan kini dan masa depannya yang dekat. Fungsi ketiga,
pendidikan Islam mengemban tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi
muda agar sanggup menyelesaikan tugasnya dalam masyarakat masa depan. Oleh
karena itu, segenap kegiatan pendidikan perlu diarahkan untuk mempersiapkan
generasi muda agar mampu menjalani kehidupan (preparing students for life).
Dengan pola pendidikan tradisional seperti diatas, sangat wajar jika hingga kini
jagat pendidikan Islam masih belum mampu melepaskan diri dari himpitan multi
krisis yang meliputi:

Pertama, krisis konseptual. Krisis konseptual berkenaan dengan definisi
atau pembatasan di dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri. Munculnya
kecenderungan untuk mempertentangkan antara ilmu profan/sekuler dengan ilmu
sakral/agama, akibat adanya proses ‘ideologisasi’ untuk menganggap ilmu agama
adalah ilmu yang paling tinggi. Bahkan, ideologisasi pun tidak jarang berubah
menjadi ‘teologisasi’ yang mengarah pada kecenderungan untuk ‘mengagamakan’
ilmu-ilmu agama, yaitu menyamakan pemikiran keagamaan dengan agama itu

sendiri. Selain itu, ilmu pendidikan Islam tidak didukung oleh the body of
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knowledge yang relevan dengan masyarakat Indonesia karna masih sedemikian
kuatnya pengaruh warisan pemikiran klasik pertengahan Islam dan pemikiran
Barat terhadap konstruksi ilmu pendidikan Islam tanpa disertai dengan upaya riset
dan pengembangan yang memadai. Ia juga tidak di dukung dengan lembaga yang
semestinya menjadi soko guru ilmu pendidikan di tanah air. Dalam konteks ini,
dengan kurikulumnya yang dinilai amat ‘gemuk’, Fakultas Tarbiyah, misalnya
terbukti lebih konsentrasi pada penyiapan tenaga guru dari pada penyiapan
konseptor/pemikir pendidikan. Oleh karena itu, jurusan Kependidikan Islam (KI).
Yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjadi basis
pengembangan konsep pendidikan Islam, terbukti kurang begitu popular
diberbagai perguruan tinggi Islam di tanah air.

Kedua, krisis kelembagaan. Dalam kaitan ini, yang dimaksudkan dengan
krisis kelembagaan adalah terjadinya dikotomisati antara lembaga lembaga yang
menekankan dari salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu
agama atau ilmu-ilmu umum, sehingga berlangsung dualisme sistem pendidikan
nasional yang menjadi pangkal disintegrasi dan diskriminasi dalam kebijakan
pendidikan. Jika dirunut secara historis kebelakang, munculnya krisis tersebut
dalam pendidikan di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan ‘de-Islamisasi’
kolonialisme Barat yang berlangsung sekian lama, baik melalui sekularisme
maupun melalui pengaturan ketat terhadap segala bentuk kegiatan pengembangan

Islam.
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Ketiga, krisis karena adanya konflik antara tradisi pemikiran dan praktik
pendidikan Islam dengan modernitas. Krisis ini kentara sekali terlihat terutama
didunia pesantren (meski tidak seluruhnya) yang masih terus gigih menjaga jarak
untuk tidak ‘terkontaminasi’ oleh modernitas, agar tetap bisa melestarikan
identitasnya. Dari sini, cukup berdasar pandangan yang menyatakan bahwa dunia
pesantren asalah ‘subkultural’ dengan label tradisional dan konservatif. Di era
orde baru, krisis ini sempat menguat ketika politisasi pemerintah dengan dalih
modernisasi berhasil merambah sebagai dunia pesantren dan mendapatkan reaksi
dari berbagai pesantren yang lain.

Keempat, krisis metodologi atau krisis pedagogic. Krisis ini terjadi akibat
meluasnya persepsi di dalam komunitas lembaga-lembaga pendidikan Islam,
semisal madrasah atau perguruan tinggi Islam, bahwa tugas pendidikan hanyalah
mengisi ranah kognitif-intelektual, bukan mengisi aspek pembentukan pribadi dan
watak (meminjam kritik Naquib al-Attas, pendidikan Islam lebih dipahami
sebagai tarbiyah daripada sebagai fa’dib). Selain itu, pendidikan yang
berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional juga tampak
memiliki banyak kemiripan dengan apa yang disebut sebagai banking concept of
education karena begitu dominannya pola pembelajaran indoktrinatif dan konsep
keilmuan yang dikembangkan kurang mendorong pemekaran kesadaran kritis dan
nalar kreatif sehingga yang terbangun justru iklim akademik ‘budaya isu’.

Kelima krisis orientasi. Sistem pendidikan Islam pada umumnya lebih

berorientasi ke masa silam dari pada ke realitas masa kini dan masa depan, atau
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berorientasi pada kepentingan akhirat dan mengabaikan kepentingan duniawi. Hal
ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih terdapat sebagian pendidikan Islam
(pesantren) yang disatu susu orientasinya cenderung bersifat tradisional-
konservatif (pewarisan budaya), dan di sisi lain juga masih cenderung berorientasi
‘murni’ keagamaan. Selain itu, terdapat pula pendidikan (Islam) yang mulai
terjangkiti oleh diploma disease (penyakit ijazah), yaitu kecenderungan untuk
sekadar mendapatkan selembar ijazah atau suatu gelar pendidikan tertentu karena
nilai-nilai ekonomi dan sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu,
tidak sulit menemukan praktik pemalsuan atau jual beli ijazah dalam dunia
pendidikan, termasuk madrasah dan perguruan tinggi Islam. Bahkan bukan hanya
itu, materialisasi atau proses menjadikan semua yang bernilai materi dan
menopang kesejahteraan hidup duniawi dinilai telah sedemikian parah karena
merasuk kesemua sendi sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam.
Sendi-sendi yang dirasuki juga tidak hanya materi pelajaran, pendidik, peserta
didik, manajemen, melainkan juga tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga ia
mudah mengalami disorientasi dalam kegiatan edukasinya yang lazim disebut
dengan kesalahan pendidikan (miseducation).

Pendek kata, pendidikan Islam memang tengah mengalami degradasi
fungsional yang dinilai jauh lebih akut dibandingkan dengan hal serupa yang
dialami sistem pendidikan umum yang tidak secara lugas memasukkan dimensi
keagamaan (baca: keislaman). Atas dasar ini. Dapat dikemukakan bahwa

degradasi fungsionalnya terasa begitu akut-sistematis sehingga sulit untuk bisa
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dideteksi dengan tepat ujung pangkal persoalannya. Akan tetapi, bila coba
disederhanakan maka ragam persoalan (krisis) yang terjadi tersebut sebenarnya
memiliki kaitan erat dengan tendensi filosofis masyarakat muslim, mengingat
pendidikan Islam tiada lain adalah wujud implementasi dan sisi dinamis dari
pandangan filsafat masyarakat bersangkutan.

Proposisi ini bisa dijabarkan dengan bertolak dari tesis dasar bahwa
pandangan filsafat masyarakatlah yang turut membentuk kesadaran kolektif
(ekspektasi sosial) mereka tentang nilai dan makna realitas kehidupan. Dalam
kaitan ini, pendidikan (Islam) lantas difungsikan sebagai saluran utama untuk
usaha pentransmisian dan perealisasian kesadaran kolektif tersebut. Dominasi
tradisi bayani dalam kesadaran kolektif sebagian masyarakat muslim ternyata
kurang mendukung pemekaran nalar ilmiah dalam menyikapi realitas kehidupan,
dan ketika harus menghadapi kedigdayaan modernitas dengan aneka produk

budayanya, seperti sekularisme, materialisme, dan rasionalisme.

1. Implikasi Pemahaman Formalistik dan Verbalistik terhadap
Epistemologi Kurikulum
a. Pendidikan Islam: pendidikan ritual
Di lihat dari substansinya, pendidikan Islam, mulai dari tingkat
dasar sampai perguruan tinggi memiliki semangat dan tujuan yang sama,
yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hal ini dapat dipahami dari

berbagai pengertian tentang pendidikan yang dikemukakan para ahli.
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Misalnya, Athiyah Al Abrasyi, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan
Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna,
bahagia, cinta tanah air, sehat jasmani, sempurna budi pekerti, teratur
pikiran, halus perasaan, manis tutur kata baik lisan maupun tulisan."!
Begitu juga dengan Marimba. Mengatakan bahwa pendidikan Islam
adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama
Islam menuju terbentuknya kepribadian menurut ukuran Islam. Dua
pengertian tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam sangat
memperhatikan proses pembentukan akhlak peserta didik sesuai dengan
ajaran agamanya.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, terutama dalam
upaya pembentukan akhlak peserta didik, maka harus diajarkan mata
pelajaran figh, ibadah, akhlak, tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya.
Namun kenyataannya di sekolah agama di bawah naungan Departemen
Agama tidak diajarkan semua komponen pelajaran untuk melahirkan
seorang peserta didik yang memahami Islam dengan utuh, apalagi
pemerintah sudah menetapkan porsi pendidikan agama hanya 30%,
selebihnya pendidikan umum. Lebih parah lagi pada sekolah-sekolah di
bawah naungan departemen Pendidikan Nasional, dimana pendidikan
agama hanya diberikan 5%. Namun anehnya kedua oufput pendidikan dua

departemen tersebut hasilnya sama-sama kurang memuaskan, terbukti

n Ramayulis, IImu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 4.
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banyaknya kasus kenakalan remaja dalam berbagai bentuk, yang para
pelakunya adalah para pelajar, baik dari kalangan sekolah umum maupun
sekolah agama. Meski banyak faktor yang menjadi penyebabnya, yang
semustinya paling bertanggung jawab adalah kalangan pendidikan,
terutama pendidikan Islam. selain karena jumlah jam pelajaran agama
yang hanya sedikit, adalah juga dikarenakan materi kurikulum pendidikan
Islam kurang menyentuh aspek-aspek praksis kehidupan masyarakat.
Artinya, pendidikan Islam baik dalam arti kelembagaan maupun
substansinya masih memberikan prioritas utama pengembangan ritual
sehingga ukurannya hanya memahami ihwal pelaksanaan ritual Islami.
Memang tidaklah salah apabila pendidikan Islam mengajarkan
berbagai praktek ritual seperti shalat, zakat, puasa, ibadah Haji, dan lain
sebagainya. Aka tetapi yang lebih ditekankan pula bahwa pendidikan
agama bukan sekedar dihafal tetapi yang lebih penting dan bermakna
adalah keterampilan anak didik dalam mempraktekkan ajaran agama yang
dianutnya. Artinya bahwa praktek-praktek ritual itu baru akan bermakna
dalam kehidupan berislam yang sesungguhnya jika mampu melahirkan
amal (kepedulian sosial yang memadai). Untuk melahirkan kepedulian
sosial, maka peserta didik perlu dibekali dengan ilmu politik, ekonomi,
budaya, sosiologi dan ilmu-ilmu lain agar dapat memahami Islam lebih
komprehensif dan utuh. Pendek kata, pendidikan Islam ke depan tidak

didominasi oleh pengajaran akhirat (ritual), tetapi juga diseimbangkan
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dengan pengajaran ilmu-ilmu dunia. Dengan demikian sesungguhnya
pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang selalu memberikan
ilmu-ilmus secara seimbang; yaitu ilmu-ilmu untuk mencari rezeki halal di
dunia serta ilmu-ilmu untuk persiapan di akhirat.
. Pendidikan Islam mengutamakan praktik
Salah satu pemicu munculnya krisis multidimensional (krisis
kepercayaan dan krisis moral) di Indonesia pasca Orde Baru antara lain
adalah kesalahan politik dan pendidikan, termasuk pendidikan Islam.
Menurut Qadri Azizy, penilaian kritis terhadap pendidikan Islam harus
dilakukan karena;
1) Islam diajarkan lebih banyak hafalan padahal nilai-nilai Islam harus
dipraktekkan
2) Pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalis antara
hamba dan Tuhannya.
3) Penalaran dan argumentasi berpikir masalah keagamaan kurang
mendapat perhatian.
4) Penghayatan nilai-nilai agama kurang ada penekanan.
5) Metode pengajaran agama khususnya berkaitan dengan nilai-nilai
Islam kurang mendapat penggarapan.
6) Ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalistis (termasuk

verbalistis).
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7) Pendidikan agama belum dijadikan pondasi pendidikan karakter anak
didik dalam perilaku keseharian.

Munculnya berbagai permasalahan yang dialami pendidikan Islam,
sebagaimana dikemukakan di atas, mengharuskan adanya pengkajian
ulang terhadap dasar-dasar pendidikan Islam, seperti al Qur’an, al Hadis,
sikap dan perbuatan para sahabat, dan Ijtihad.'> Adanya cara-cara
pembelajaran Islam yang keliru melahirkan pemahaman Islam yang keliru
pula, bahkan menjurus pada timbulnya sikap anarkhis yang berlebihan.
Padahal al Qur’an merupakan wahyu dari Allah, yang sepenuhnya berisi
petunjuk-petunjuk kepada manusia tentang kehidupan yang baik dan
menghindari perbuatan yang tercela. Dan, misi pendidikan Islam adalah
semata-mata mengimplementasikan wahyu Allah sebagai petunjuk
(hudan) kepada umat manusia. Sedangkan misi utama Rasulullah saw
adalah mewujudkan akhlak mulia manusia.

Dengan demikian masalah pokok pendidikan Islam adalah
hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama
manusia. Sayang, selama ini materi pendidikan Islam banyak mengulas
hubungan vertikal dengan Allah, sementara materi berkaitan dengan
sesama manusia kurang, bahkan materinya terkesan formalistis dan
verbalistik. Dikatakan formalistis karena pendidikan Islam lebih banyak

diajarkan dengan cara-cara hafalan, seperti mendikte, belajar diktat, tanya

12 Ramayulis, limu Pendidikan .., h. 13
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jawab, dan evaluasinya bersifat tertulis. Disebut verbalistik karena
mengajarkan Islam tidak mendalam, kurang menyentuh pada hakikat nilai-
nilai ibadah dan gerakan yang dilakukannya. Dalam tataran ini, peserta
didik baru pada tahap penerima informasi; informasi yang diterima pun
bersifat umum (verbal) karena belum menyentuh pada nilai-nilai Islam
yang hakiki dan pola sajian pendidikan Islam sifatnya indoktrinal.
Pendidikan Islam seharusnya bukan sekedar menghafal beberapa dalil
agama atau beberapa syarat-rukun ibadah, namun lebih diutamakan proses
untuk mendidik murid memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran
Islam dalam kesehariannya. Ini berarti, proporsi materi pendidikan Islam
seharusnya lebih banyak berkaitan dengan praktek (operasionalisasi).
Dengan demikian, pendidikan Islam yang diajarkan secara formal di
sekolah terdapat dua kajian, yaitu mendidik siswa-siswi untuk berperilaku
sesuai sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa-
siswi mempelajari materi ajar Islam. Kajian pertama dan kedua dapat
diterapkan siswa yang ada di madrasah karena materi pelajaran Islam
lebih banyak dan terfokus, sedangkan kajian kedua dapat diperoleh siswa
pada sekolah umum dan harapan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai Islam rendah sebab materi yang mereka terima sedikit serta bersifat
teoritis verbalistik.

Demikian juga, sistem penilaiannya, tidak cukup dengan evaluasi

formatif dan sumatif; tetapi harus ditambah dengan ujian praktek. Artinya,
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sistem penilaian dalam pendidikan Islam memiliki tiga komponen utama
dan berbeda dengan mata pelajaran lain sebab pendidikan agama
memerlukan pemahaman riil dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena
si A memiliki nilai 10 tetapi kalau ketika tes formatif sehari-hari di
sekolah suka berbicara jorok, berbohong, memakai obat-obatan terlarang,
dan sebagainya maka nilainya bisa menjadi 0, ditambah lagi dengan
praktek sholat tidak bisa dilakukan dengan sempurna dan ia hanya bisa
memperoleh nilai 5, maka kalau dijumlahkan nilainya menjadi 15
kemudian dibagi tiga hasilnya 5, maka itulah nilai akhir.

Adanya penilaian yang proporsional dan adil terhadap pendidikan
agama dapat membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik yang
pada gilirannya terbangun masyarakat yang beretika sosial dalam
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sistem
penilaian pendidikan agama Islam perlu mendapat perhatian serius,
sehingga siswa mendapat pemahaman Islam yang betul-betul kuat dan
mendalam sebagai bekal mereka hidup di tengah arus informasi dan
pengaruh globalisasi.

Krisis pendidikan Islam diatas senyatanya, sekali lagi, bermuara
dari pendisiplinan yang sedemikian formalistis dan verbalistis, tanpa
menyentuh ruang-ruang realitas beragama dan bermasyarakat. Sehingga,
sebagaimana diungkapkan oleh Freire, pendidikan semacam ini adalah

pola pendidikan yang buta realitas.
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2. Minus Dialektik dalam Pendidikan Islam
Intoleransi (anti pluralisme) dan dominasi ideologis dalam pendidikan
Islam merupakan variabel yang ditemukan penulis dalam menganalisa
pendidikan Islam, dengan mengambil contoh materi ajar Pendidikan Agama
Islam SMU. Pemilihan contoh materi SMU ini tidak ditujukan sebagai fokus
kajian, tetapi hanya sebagai asosiasi memperkuat hipotesa adanya taktik kuasa
pengetahuan yang menyelinap dalam pendidikan agama Islam. PAI SMU
dinilai sebagai strata pendidikan yang dianggap merepresentasi pola-pola
pendisiplinan di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
pertama, Sekolah Menengah Umum adalah strata paling tinggi dalam institusi
pendidikan sebelum masuk ke perguruan tinggi. Kedua, Sekolah Menengah
Umum dihuni oleh remaja yang sedang mengalami masa-masa transisi dalam
perkembangan emosional dan pengembangan pola pikir menuju kedewasaan.
Sebagaimana dijelaskan dalam BAB I, penulis menggunakan metode
analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis) untuk mengungkapkan
teks-teks yang sarat dengan kepentingan pendisiplinan yang sengaja
dimuarakan kepada arah yang dominatif dan intoleran.
a. Budaya truth claim dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Wacana pluralisme agama memuat beberapa konsep mendasar
dalam diskursus keagamaan, seperti masalah klaim kebenaran (iruth
claim) yang mencakup klaim finalitas, kesempurnaan, keselamatan, dan

keaslian agama; konflik, dialog, dan rekonsiliasi antar pemeluk agama;
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wawasan sejarah agama (termasuk sejarah personal pemimpin agama);
solidaritas sosial dan toleransi; serta pengembangan hubungan
kemanusiaan yang mengarah kepada keselarasan dan keharmonisan.
Dalam buku PAI SMU, wacana-wacana itu termuat baik secara khusus
melalui topik-topik yang menyangkut masalah itu maupun secara umum
yang terintegrasikan ke dalam berbagai topik.

Wacana-wacana pluralisme yang tergambar dalam buku-buku teks
PAI SMU, jika dipetakan akan mencakup dimensi doktrin, dimensi
praksis, dan dimensi historis. Dimensi doktrin, atau bisa juga disebut
dimensi paradigmatik adalah pemahaman-pemahaman yang mendasar
tentang aspek-aspek normatif dari agama, seperti rukun iman, rukun
Islam, serta pengertian-pengertian definitif tentang agama dan aspek-
aspeknya.

Dimensi  praksis adalah ajaran-ajaran  keseharian yang
menggambarkan bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sosial.
Ajaran ini diderivasi dari inti ajaran-ajaran normatif agama. Yang
termasuk dalam dimensi ini antara lain: tangggung jawab, disiplin,
musyawarah dan kesetiaan.

Sementara itu, dimensi historis, adalah pengungkapan aspek-aspek
sejarah, muncul, berkembang dan kiprah agama dalam masyarakat. Yang
termasuk dalam aspek ini adalah sejarah Islam secara umum maupun

sejarah Islam dalam konteks kewilayahan atau kawasan. Sejarah personal
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tokoh-tokoh agama, seperti sejarah hidup Nabi Muhammad, juga dapat
dikategorikan dalam dimensi historis ini.
Berikut ini konsep-konsep penting temuan yang erat kaitannya
dengan wacana pluralisme:
1) Eksklusivisme
Salah satu persoalan pokok dalam interaksi pemeluk agama
adalah fenomena klaim kebenaran (truth claim) yang dikandung
agama dan dipegang teguh oleh penganutnya. Klaim kebenaran yang
dianggap sebagai akar konflik baik intern maupun antar agama.
Termasuk dalam klaim kebenaran adalah orisinalitas, finalitas,
universalitas dan keselamatan. Dalam klaim-klaim ini, pemeluk suatu
agama menempatkan agamanya sebagai agama terakhir yang benar-
benar dari Tuhan, universal, dan karenanya lebih sempurna dari yang
lain dan lebih memberi jaminan keselamatan. Dengan pandangan
seperti ini, pemeluk agama beranggapan agamanyalah yang harus
dipeluk oleh semua orang jika menghendaki keselamatan.
Kepemilikan yang teguh terhadap klaim-klaim ini membuat pemeluk
agama menempatkan dirinya dalam posisi eksklusif. Kalaupun
terdapat sikap inklusif di dalamnya, itu dalam arti agama lain harus
larut dalam klaim agamanya. Bagi pemeluk suatu agama, klaim ini
tentu saja positif, karena disitulah letak fungsi agama sebagai pemberi

kepastian. Tetapi dalam relasi dan pergaulan antarpemeluk agama,
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klaim ini dianggap lebih banyak memandang potensi benturan bahkan
permusuban yang berujung malapetaka kemanusiaan, jika
berpegangan kepadanya dilakukan secara kaku, tanpa mau menziarahi
kebenaran yang dimiliki orang lain.

Dalam buku PAI SMU, sejak awal klaim-klaim seperti di atas
muncul terutama ketika memberi pengertian agama Islam.

Dinul Islam berarti agama yang diturunkan oleh Allah kepada
RasulNya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat
manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di
akhirat.

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT membawa ‘Dinul
Islam’ berupa wahyu Allah yaitu al Qur’an, menjadi petunjuk bagi
segenap manusia dalam beriman kepada Allah, dan menjadi rahmat
dalam urusan-urusan dunia dan akhirat.

Konsep Islam sebagai agama Tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah
manusia dari tiap-tiap nabi dan rasul, mulai Nabi Adam AS, sampai
dengan Nabi Muhammad SAW.

Dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai
rahmat bagi semesta alam. Umat terdahulu, masing-masing telah
diutus seorang rasul, selanjutnya Allah mengutus seorang rasul
terakhir bagi seluruh umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW."?

Dalam pengertian-pengertian itu, Islam adalah agama yang
mengandung kesejahteraan dan keselamatan (salvation). Islam juga
adalah agama tauhid, agama universal, agama pamungkas, dan agama
yang paling sempurna. Sifat-sifat dilekatkan kepada Islam karena
Islam datang dari Allah dan dibawa oleh semua nabi dan rasul, mulai
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena sifat-sifat itu, Islam
harus didakwahkan untuk dipeluk oleh seluruh umat manusia, jika

manusia menghendaki keselamatan.

13 pAI SMU, 1L
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Pengertian Islam seperti diatas terutama didasarkan pada

penafsiran al-Qur’an surat Ali Imran (3) ayat 19:

‘Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah
Islam’; dan surat al-shaf (61) ayat 9:

o T Jo 50 BT g s 100 4525 Jof ol 5
o5 AddloS 33

‘Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk
dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama
meskipun orang-orang musyrik benci.’

Pemakaim kalimat ‘bagi segenap manusia’ atau ‘ bagi seluruh
manusia’ dalam definisi-definisi di atas, di satu sisi mencerminkan
klaim bahwa Islam adalah universal yang mempunyai misi inklusi,
yaitu menyerap dan merangkul orang lain untuk masuk ke dalam
pelukannya. Di sisi lain, terdapat kencederungan untuk mengabaikan

sejarah agama-agama yang telah berlangsung sekian lama yang telah
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membentuk karakter dan bentuk karakter dan bentuk agama yang
berbeda sama lain.

Klaim kebenaran dan universitas suatu agama terkadang di
ikuti dengan mengindentifikasi orang lain salah. Model klaim seperti
ini tampak misalnya ketika menjelaskan kedudukan al-Qur’an. Al-
Qu’an adalah kitab suci yang mengandung kebenaran mengenai apa
saja di dalamnya yang berkaitan dengan hukum, akidah, kisah-kisah,
dan segala aspek yang ada. Kitab-kitab lain yang turun sebelumnya
adalah kitab yang sudah penuh dengan keliruan dan kesalahan, karena
itu al-Qur'an tampil sebagai pengoreksi dan pembenar kitab-kitab
terdahulu itu.

Hukum dari al-Qur’an ini bukan hanya berlaku untuk umat Islam,
tetapi juga untuk umat lain yang bukan beragama Islam. Setelah turun
kitab suci al-Qur’an, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab
terdahulu yang sudah diubah-ubah sudah tidak berlaku lagi.
Kecenderungan mereka yaitu orang-orang yang bukan beragama
Islam mengikuti hawa nafsu mereka jika mereka mempunyai masalah,
mereka putuskan dengan hukum yang terdapat dalam kitab mereka.
Padahal kitab mereka sudah tidak asli lagj.'*

Dalam kerangka pemikiran pluralisme, definisi di atas jelas
memperlihatkan klaim kebenaran dalam agama. Dalam klaim itu,
terkandung muatan eksklusivisme, yaitu identifikasi diri berbeda
dengan yang lain dalam hal kebenaran di sisi Tuhan. Pandangan
eksklusivisme kalau diimplementasikan sangat membuka peluang bagi

munculnya konflik antar agama. Karena itu kaum pluralis

' PAI SMU, 11
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menganjurkan terjadinya penafsiran alternatif terhadap konsep-konsep
agama, juga terhadap ayat-ayat yang menjadi landasan definisi Islam
yang terbuka, yaitu Islam yang menghargai dan bisa berinteraksi
dengan pihak lain. Salah satu contoh penafsiran itu adalah seperti yang
dilibatkan oleh Frithjof Schoun.'’ Dengan pendekatan perennial,
Schuon melihat semua agama adalah tataran esoferis (batin)
mengandung nilai keabadian (universal) yang sama. Perbedaan-
perbedaan yang dimiliki agama terjadi pada tataran eksoteris (lahir)
ketika agama-agama terlibat dalam intensitas sejarah. Jika agama
didekati dari sisi eksoterisnya, maka yang dilihat adalah perbedaan-
perbedaan, tetapi jika di tilik dari sisi esoterisnya, akan terdapat titik
temu (kalimatun sawa’) agama-agama.
2) Inklusivisme

Inklusifisme adalah pemikiran atau sikap yang memandang
kebenaran yang diatur oleh suatu agama adalah juga dianut oléh
agama lain. Dengan demikian, inklusifisme erat kaitannya dengan
pandangan keagamaan kaum universalis, yaitu mereka yang
memandang bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai universal yang
bisa diakui dan dianut oleh siapa saja dari pemeluk agama mana saja.
Namun inklusifisme dalam buku PAI SMU dalam beberapa topik.

Dalam topik ‘iman kepada rasul-rasul Allah’ misalnya beberapa topik

> Frithjof Schoun, Mencari Titik Temu Agama-agama, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 37
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dikatakan, semua rasul adalah utusan Allah, yang membawa risalah
yang sama yaitu tauhid, meng-Esa-kan Allah, monoteisme. Karena itu
Islam tidak membedakan rasul-rasul Allah yang banyak itu, karena
mereka semua sebenarnya mempunyai tugas yang sama.

Dalam tugas ini, semua rasul yang ada tidak memiliki
perbedaan. Namun diantara para rasul itu ada yang mempunyai
kelebihan dibanding yang lain berupa keteguhan dan ketabahan hati
yang sangat tinggi, sehingga mereka dijuluki ‘w/ul azmi’, yang
mempunyai keagungan. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi
Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad.

Di balik wawasan tentang nabi dan rasul di atas, terdapat
kecenderungan untuk melakukan stratifikasi kenabian berdasarkan
kiprah sejarah para nabi. Di puncak strata para nabi itu, bertengger
Nabi Muhammad bersama label-label keagungannya. Hal ini memberi
rasa percaya diri kepada para pengikut Nabi Muhammad untuk
membangun komitmen keagamaan yang kokoh. Namun, dengan hal
ini pula, tidak tertutup kemungkinan lahirnya perasaan lebih tinggi
dari yang lain yang hinggap dalam diri pengikut Nabi Muhammad.
Dengan kedudukan yang sedemikian tinggi itu, maka sudah
sewajarnyalah Islam yang dibawanya menaungi agama-agama lain.

3) Dialog
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Dalam materi pengajaran PAI SMU tidak terdapat pembahasan
yang khusus tentang dialog, meskipun terdapat wawasan yang
mengandung nuansa dialog. Wawasan yang dimaksud termuat dalam
topik mengenai musyawarah dalam Islam. Didefinisikan bahwa
musyawarah adalah berunding antara seorang dengan orang lain atau
sekelompok dengan kelompok lain dengan dilandasi saling
menghormati dan menghargai pendapat orang lain untuk mencari dan
mencapai keputusan yang lebih baik secara mufakat. Musyawarah
harus dilandasi dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban serta
ketulusan hati semua yang trelibat supaya dihasilkan keputusan yang
dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Dalam ilustrasi di teks materi PAI SMU tergambar bahwa
musyawarah dimaksudkan sebagai musyawarah internal suatu agama,
dalam hal ini umat Islam, dalam menghadapi persoalan mereka.
Penekanan pada musyawarah, atau dialog, internal agama
menyebabkan penyempitan wawasan musyawarah menjadi eksklusif,
sesuatu yang berbeda atau bahkan bertolakbelakang dari landasan
konseptualnya. Apalagi kemudian diilustrasikan dengan suasana
peperangan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain.
Wawasan konseptual dialog akan dapat ditransformasikan dengan baik
melalui praksis dialog jika disertai dengan pemahaman tentang

bagaimana dialog digerakkan, yaitu semacam aturan atau etika dialog.
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Hal ini akan berkembang lebih jauh lagi jika konteks dialog diperlebar
ke wilayah agama.
b. Implikasi materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam
1) Fanatisme agama

Klaim kebenaran, seperti yang digambarkan dalam buku teks
PAI SMU, mempunyai dua sisi. Sisi pertama mengandung nilai
sebagal pembentuk dan penguat komitmen keagamaan di kalangan
penganut agama. Dengan adanya klaim kebenaran yang dikandung
oleh suatu agama, pemeluk agama akan mendapatkan kemantapan
iman di dalam memeluk agama. Klaim kebenaran dalam hal ini adalah
semacam ‘energi batin’ yang memungkinkan suatu agama tetap
bertahan hidup dalam hati pemeluknya. Tanpa klaim kebenaran,
agama akan kehilangan peran terbesarnya bagi umat yaitu sebagai
pemberi kepastian. Klaim kebenaran adalah hal yang mutlak dalam
agama, dan karena itu ia sangat positif bagi konteks keagamaan secara
internal dan personal.

Di sisi lain, dalam konteks interaksi antaragama, klaim
kebenaran menyimpan potensi konflik yang sangat kental terutama
jika klaim itu dihadapkan kepada klaim kebenaran lain yang
dikandung oleh agama yang lain. Misalnya, klaim pemeluk Islam
bahwa ‘agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam’

pasti berlawanan secara diametral dengan klaim pemeluk Katolik
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bahwa ‘tidak ada kebenaran/keselamatan di luar gereja’. Jika klaim-
klaim itu tidak dipahami dimensi hermeneutis dan historisnya, tentu
saja menimbulkan kecenderungan sikap keagamaan yang menang-
menangan, saling mengklaim, dan saling menafikan satu sama lain.

Dengan adanya dua sisi klaim yang saling bertentantang itu,
tidak berarti klaim-klaim itu bisa begitu saja direduksi sebagaimana ia
juga tidak bisa dipertegas tanpa penjelasan hermeneutis dan historis
yang memadai. Reduksi klaim kebenaran hanya akan melahirkan
persoalan baru dalam agama, misalnya berupa desakralisasi dan
disfungsi agama, dan justru akan membangkitkan gejolak eksistensial
pemeluk agama. Pada tahapan proses menuju kedewasan, gejolak
eksistensial seringkali mengejawantah dalam bentuk pergolakan-
pergolakan pemikiran atau bahkan konflik terbuka. Demikian juga
halnya dengan memepertegas klaim kebenaran, bisa memunculkan
konflik yang lebih runcing.

Jika demikian halnya, maka klaim kebenaran tidak bisa
diwacanakan untuk dimatikan atau dihidupkan. Yang relevan adalah
dikelola melalui argumentasi hermeneutika dan dialektika historis.
Tujuannya bukan berhenti kepada pencarian kebenaran yang paling
benar, melainkan kepada penemuan modus bagi transformasi
pemahaman atas kebenaran itu sehingga sama-sama bermanfaat bagi

harmonisasi hubungan antarpemeluk kebenaran. Salah satu contoh



2)

98

pengelolaan klaim itu ialah pencarian pemahaman kreatif atas konsep-
konsep agama yang dianggap strategis dan fundamental sebagaimana
dilakukan oleh kalangan cendekiawan agama. Sebagai kata benda,
Islam adalah Tuhan itu sendiri, adalah agama (religion), adalah figh,
Islam adalah tujuan. Jika Islam ‘didefinisikan sebagai kata benda, akan
menyebabkan rigiditas Islam sebagai agama yang formalistik. Karena
itu, jika Islam ingin memberikan andil dalam dialektika kehidupan,
maka Islam harus ‘dimaknai’ sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja
yang memiliki peluang untuk berdialektika terus-menerus, Islam
adalah suatu proses menuju Tuhan, adalah proses menjadi beragama
(religious), adalah proses dialektika wahyu dengan kehidupan. Dengan
corak seperti ini Islam memiliki horizon luas yang memungkinkan ia
bisa menembus sekat-sekat klaim keagamaan yang ada.
Diskriminasi

Minimnya pengetahuan akan agama lain di satu sisi dan
penekanan terhadap pembentukan pemahaman dan komitmen internal
dilain sisi akan menimbulkan cara pandang yang keliru terhadap
fenomena agama lain. Cara pandang yang keliru itu bisa berbentuk
apologi, apriori, diskriminatif, standar ganda, atau curiga. Pandangan
semacam itu juga bisa bermula dari cara distortif dalam memahami
berbagai macam doktrin keagamaan. Wilayaﬁ itu biasanya

berhubungan erat dengan doktrin ketuhanan, kenabian, dan kitab suci,
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di samping persoalan malaikat, surga, neraka dan hal-hal ghaib
lainnya. Keberadaan doktrin tersebut umumnya dipakai sebagai
orientasi ataupun alasan untuk saling mengklaim antar kelompok.
Keyakinan dan komitmen seseorang terhadap agamanya tidak
boleh menghalangi sikap kritis dalam/ketika memandang agama lain.
Karena klaim kebenaran umumnya juga terlahir dari sikap yang
demikian —disamping karena keyakinan terhadap hasil interpretasi- ia
memerlukan pen-tadbir-an. Jangan karena kehendak loyalitas terhadap
agama sendiri, hasil interpretasi tertentu dipegangi sebagai mutlak
benar. Apalagi klaim untuk memposisikan bahwa hanya agamanyalah
yang paling benar, sistem pengujiannya hanya dilakukan melalui
bentuk-bentuk apologi. Apologi itu umumnya mengenai persoalan
keabsahan Tuhan, Nabi dan Kitab Suci. Misalnya (1) Sah tidaknya
sesuatu baik yang abstrak maupun yang tampak nyata disebut sebagai
Tuhan; (2) Sah tidaknya seseorang diakui sebagai Nabi atau Rasul;
dan (3) Sah tidaknya seperangkat ajaran moral itu disebut kitab suci.
Klaim keabsahan terhadap persoalan-persoalan itu pun pada
masing-masing pemeluk agama, umumnya menggunakan standar
ganda. Para pemeluk agama melihat agamanya sendiri selalu benar,
sementara ketika melihat agama lain tidaklah demikian. Dengan kata
lain, standar yang dipakai dalam melihat kebenaran agama lain selalu

berubah sesuai kepentingan dan ‘selera’nya sendiri. Masing-masing
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pemeluk agama cenderung melihat kebenaran agama tertentu melalui
kacamatanya sendiri.

Pandangan seperti itu dapat mempegaruhi hubungan antariman
-termasuk antar aliran- menjadi tidak harmonis. Intensitas klaim
terhadap agama yang dipeluknya sebagai paling benar menjadi
patokan normatif dalam hubungan sosial tidak dapat hanya mengacu
kepada satu nilai dalam agama tertentu. Demikian pula, untuk
mencapai harmonitas dalam masyarakat majemuk tentunya tidak
mungkin dapat hanya mensahkan nilai agama tertentu sebagai standar
kehidupan sosial.

Konflik atas nama agama

Konflik bisa ditimbulkan oleh agama kalau doktrin agama
mengeras, yakni mengkristalnya perasaan dan sikap eksklusif. Sikap
ini mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim dirinya pling
benar. Bentuk keberagamaan semacam ini potensial membawa konflik
kepda agama lain. Apalagi sikap eksklusif itu dibenarkan dengan
klaim bahwa hanya agama yang dipeluknya yang paling benar,
sementara agama lain adalah ‘jalan yang salah yang membawa
pengikutnya kepada kesesatan’ seperti dirumuskan oleh beberapa
teolog. Di samping itu, setiap penganut agama bisaanya cenderung
membuat standar ideal-normatifnya sendiri, Sementara dalam melihat

agama lain, selalu dilihatnya ada sesuatu yang tidak ideal. Standar
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ganda ini juga sering digunakan untuk menegaskan secara teologis
bahwa agama sendiri selalu bersifat konsisten, tanpa pertentangan atau
kesalahan sama sekali, asli dari Tuhan, sementatra agama lain banyak
sekali kontradiksi, inkonsisten dan merupakan buatan manusia.
Melihat persoalan di atas, tampak jelas bahwa dalam situasi
ekstrem, agama bisa menjadi pendorong terhadirnya konflik. Sikap
keagamaan yang eksklusif ini telah mewarnai sejarah umat manusia
selama ini, dan agama yang kebetulan berkuasa atau mayoritas akan
menindas agama lain yang kebetulan minoritas. Konsep-konsep
keagamaan pun kemudian dikembangkan untuk membenarkan
tindakan penguasaan terhadap agama lain. Pandangan semacam ini,
misalnya, sangat disadari oleh para pemikir, misalnya Abdullahi an
Naim, seorang pemikir liberal Sudan. Menurutnya, reformasi syari‘ah
pun tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan
paradoks yang selama ini melekat dalam figh yang diskriminatif.
Karena itu, isu-isu penting untuk masa depan bagi kemanusiaan,
seperti demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan perdamaian
dunia, tak terjamah oleh Islam. Umat Islam kontemporer lalu
menghadapi dilematis. Ketaatan terhadap rumusan baku figh
membawa mereka pada absolutisme internal. Adakah ‘jalan kebebasan

bagi muslim sekarang dan masa depan untuk melampaui dilema itu.
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Dapatkah dibangun lagi dasar-dasar teoritik-ijtihadi bagi syari’at
demokrasi?’.'¢

Setiap agama sebenarnya menghadapi masalah dilematis itu.
Agama Kristen masih terus bergelut dengan doktrin keagamaan seperti
extra ecclesian nulla salus (tidak ada keselamatan di luar gereja),
walaupun sekarang sudah ada konsili Vatikan II. Dalam Islam,
walaupun ada konsep akl al kitab, tetapi banyak orang Islam yang
memahaminya secara eksklusif yang mengklaim bahwa pada dasarnya
tidak ada keselamatan di luar agama Islam. Perang lisan melalui
perkataan seperti kafir, musyrik, munafik, menstigma agama sebagai
pendorong konflik.

Sikap keberagamaan yang eksklusif memang mendorong
terjadinya sikap-sikap ekstrim seperti itu. Studi sosiologis keagamaan
dewasa ini telah memeperlihatkan tegas tentang segi-segi ekstrim
pertumbuhan corak keberagamaan yang bersifat kultus dan
fundamentalis, yang pada dasarnya berakar dari sikap yang
menganggap diri sendiri paling benar. Itu sebabnya, pandangan
keagamaan yang terbuka, toleran dan penuh dengan kelapangan dada,
yang dalam agama Islam diistilahkan dengan keberagamaan yang

hanif adalah sesuatu yang sangat penting.

' Budhy Munawar Rahman, Filsafat Perenial dan Masalah Klaim Kebenaran, Makalah, 28
Februari 1999, h. 4.
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-Oleh karena itu, peran pendidikan agama dalam membentuk
sikap pluralisme yang mengakui bahwa agama lain juga sama-sama
sah dan mempunyai nilai kebenaran merupakan suatu keharusan.
Maraknya gejala klaim kebenaran dapat berakibat pada terjadinya
konflik secara sangat mengerikan. Bahayanya, agama dijadikan
justifikasi untuk membenarkan berbagai perbuatan sadis dalam konflik
terbuka. |

Peran sosialisasi agama dalam membentuk sikap pluralis tidak
dapat hanya mengandalkan bentuk, melainkan esensi. Hal yang perlu
diperhatikan dalam pluralisme disini bukan hanya sekedar mengatur
kehidupan beragama, akan tetapi memberikan ruang sosial dan politik
secara terbuka bagi segala hal yang terkait dengannya. Atau istilah
teknisnya, pluralisme bukan hanya masalah prosedural dan dipahami
sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa rakyat Indonesia
adalah bangsa yang majemuk, melainkan perlu pemahaman yang lebih
mendalam tentang situasi dengan mengakomodasi berbagai persoalan
yang melingkupinya.

Pluralisme bukan berarti paham yang hendak menyeragamkan
keanekaan, paham ini justru menjunjung tinggi keragaman dan
menghargai perbedaan. Titik temu pluralisme bukan hanya pada
bentuk peleburan untuk manunggal, akan tetapi pada sikap toleransi

terhadap keragaman itu sendiri. Inilah peranan pendidikan agama yang
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perlu dikedepankan, kini dan di masa depan, disamping peran-peran

lain dalam meningkatkan kualitas keberagamaan para pemeluk agama.



BAB 1V
ANALISA DATA DIALEKTIKA NORMATIVITAS
DAN HISTORISITAS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Pada bab analisa ini, penulis akan menyuguhkan sintesa dialektika yang
bermuara pada proporsi kontekstual pendidikan agama Islam. Sebagaimana
dijelaskan pada BAB II tentang kurikulum pendidikan Islam, bahwa epistemologi
kurikulum tidak untuk dipahami hanya sebatas strategi dalam mengatur dan
mengarahkan suatu entitas masyarakat tertentu menuju tata aturan yang konstruktif.
Sebaliknya ia niscaya dimaknai sebagai usaha verbalisme untuk mengukuhkan suatu
argumentasi kewahyuan.

Di pihak lain, kurikulum pendidikan Islam juga mengakar pada dirinya
sebuah hasrat eliminasi dan negasi atas apapun yang dianggap kontra-produktif
dengannya seperti dimensi sosial-antropologis. Asosiasi yang paling verbal dalam hal
ini adalah realitas institusi pendidikan yang berpotensi lebar untuk dijadikan alat
legitimasi verbal tersebut, mulai masa Orde Baru hingga kini sengaja dimanfaatkan
dengan baik oleh negara dalam mempengaruhi dan mengkonstruksi kognisi, afeksi
dan psikomotor peserta didik untuk membenarkan program apapun yang lahir dari
kebijakan birokrasi negara.

Pada saat yang sama rakyat miskin kurang --bahkan tidak sama sekali-- diberi
ruang untuk sekedar menikmati institusi pendidikan yang dianggap sebagai sarana

memanusiakan manusia ini. Belum lagi pendisiplinan di dalam ruang-ruang
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pengajaran yang didesain sedemikian formalistik dan verbalistik telah menjadi
strategi menundukkan dan memberangus potensi kritis dari peserta didik. Hingga
relasi guru-murid yang semestinya dijalin secara dinamis sebagai sama-sama subjek
dalam pendidikan, dibalik menjadi subjek-objek. Guru adalah subjek yang paling
otoritatif untuk menyampaikan materi apapun yang wajib diterima oleh sang murid
sebagai obyeknya tanpa reserve dan daya kritis. Guru, pada posisi ini, seakan menjadi
sosok nabi yang mensabdakan pesan-pesan Tuhan yang tanpa cela.

Singkatnya, insitusi pendidikan Islam masih menjadi tempat kondusif bagi
bersarangnya pola-pola hegemoni dan dominasi, tidak hanya melalui kebijakan-
kebijakan yang bersifat formal dan verbalistik, melainkan juga melalui pengetahuan
yang dikonseptualisasi sedemikian rupa untuk menjadi mesin kebenaran bagi vasted
interest segelintir elit birokrasi. Krisis multidimensional adalah akibat kongkrit dari
pola-pola demikian (lihat pada BAB III). Maka dapat diwajarkan bila kalimat-kalimat
minor kemudian bermunculan seiring dengan kerapuhan yang diderita oleh institusi
pendidikan Islam, seperti pendidikan Islam minus dialektika. Dalam artian
mengesampingkan nilai historis kekinian dengan terus membekukan dimensi wahyu.

Dari sinilah penulis kemudian akan menganalisa secara lebih detail
operasionalisasi minus dialektika dalam pendidikan agama Islam sebagai kurikulum
di dalamnya.

Selanjutnya penulis akan menggunakan serpihan kontemplasi intelektual yang
dimuculkan oleh seorang pemikir Yogyakarta, Dr. M. Amin Abdullah, sebagai

kerangka dasar pendekatan mengurai wujud kongkrit dialektika normativitas dan
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historisitas dalam pendidikan agama Islam. Yang perlu dipahami adalah bahwa
konsep studi agama normativitas dan historisatas tidak diancangkan sebagai sebuah
metode, melainkan sebagai asosiasi teoritik saja.

Untuk melacak dialektika dalam pendidikan agama Islam, sekali lagi, penulis
meminjam telaah konseptual Dr. M. Amin Abdullah sebagai representasi produktif
bagi uraian dalam menggedor kemapanan (setled condition) dan pemapanan (well
established) suatu pengetahuan yang didesiminasikan ke sebuah entitas tertentu.

Dalam studi agama normativitas dan historisitas menjelaskan adanya dua
kerangka kerja yang dijadikan acuan oleh Dr. M. Amin Abdullah dalam
mengorganisir gagasannya. Pertama, melacak identitas subyek yang disemai melalui
produksi pengetahuan, atau selanjutnya disebut ‘teknik pemilahan’ (Classification
Practices) cikal bakal kontroversi perebutan claim validitas dan otoritas normatif dan
historis. Kedua, obyektivasi subyek yakni pembelahan dan normalisasi kesadaran,
atau selanjutnya disebut normalisasi dalam kurikulum pendidikan Islam (dividing
practices) sehingga minus dialektis dalam pendidikan Islam.

Tiga cara ini senyatanya terrealisasi dalam dalam setiap mekanisme melihat
minus dialektika yang ada di dalam pendidikan agama Islam, utamanya pada
implikasi praksisnya: anti pluralisme. Dan inilah yang penulis sebut selanjutnya
‘menelaah dialektika’.

A. Memilah Problem Normativitas Dan Historisitas Dalam Pendidikan Islam
Teknik ini difungsikan untuk menjelaskan teknik pengklasifikasian

subyek berdasarkan logika dualistik (dualistic logic) yang menaungi pikiran-
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pikiran rasional masyarakat. Hal ini menjelaskan bagaimana setiap kognisi
memiliki jaringan logika yang bermuara pada dua kutub oposisional. Semua
domain kehidupan manusia diarahkan ke satu muara yang sama itu, yang seakan-
akan sebagai sebuah hal yang alami dengan pelbagai perbandingan determinan
alam. Jika ada langit, disitu pula ada bumi; ada perempuan-ada laki-laki; ada
baik-ada buruk dan semacamnya.

Dalam pendidikan agama yang terilhami oleh pemaknaan atas dimensi
keagamaan, binnary oppositional ini tertata rapi dalam perguliran sistem
pendidikan. Ini disemai dari kokohnya rancang-bangun pengetahuan kalam, figh
maupun moralitas (akhlaq). Dengan teknik seperti ini, kesadaran keberagamaan
yang diintervensikan melalui pendidikan kemudian tertata sedemikian rapi ke
dalam dua kutub klasifikas inilai: halal/haram, suci/najis, mukmin/kafir,
selamat/sesat. Tiada satupun varian keagamaan yang terlepas dari pandangan
oposisional ini. Kalam membangun argumen-argumen ketuhanan untuk
mempetegas batasan antara mukmin yang selamat berhadap-hadapan dengan kafir
yang sesat. Jika yang ‘selamat’ dan yang sesat’ ini tanpa pretensi ke arah
peminggiran keyakinan agama lain, masih dapat dimaklumi. Namun identifikasi
pemilahan diametral ini menegaskan stigmatisasi atas agama-agama lain seperti
Kristen, Hindu, Budha dan agama lain sebagai Kafir. Hal ini tanpa disadari, telah
menyejarah ke semua lapisan kesadaran subyek dalam tradisi keberagamaan.

Teknik pemilahan ini pada posisi paradigmatiknya akan dapat

mengukuhkan eksklusifisme beragama. Sebab tidak ada pilihan lain kecuali harus
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berperan defensif terhadap dinamika dialektis antar keyakinan dan antar agama.
Sementara itu, dasar normatif (great tradition) lain yang lebih bersahaja dan
toleran sengaja dikaburkan, seperti kewajiban untuk berbuat baik di dalam ruang
sosial kemasyarakatan (ukhwah basyariyah). Sehingga nilai fundamen (fundamen
values) Islam yang bersifat rahmat lil alamin yang mengarahkan kepada kearifan
lokal (local wisdom) justru terreduksi. Pada tahap awal ini mulai mengakar benih-

benih destruksi agama.

. Normalisasi Dalam Epistemologi Kurikulum Pendidikan Islam

Ini adalah strategi politis yang dipakai untuk melakukan pemisahan,
normalisasi dan institusionalisasi populasi dalam rangka menemukan kemapanan
dan keamanan di ruang sosial. Awalnya, terdapat ketakutan dari umat Islam
terhadap kebenaran-kebenaran di luar pengalaman kesejarahan dan komposisi
pengetahuan yang diyakini. Ini yang kemudian menjadi dasar mengapa setiap
bangunan peradaban Islam dibentuk dengan menormalkan sistem pengetahuan
dan pemapanan sistem perilaku masyarakatnya. Strategi demikian ini melahirkan
dua Kklasifikasi politis ‘kami’ musuh ‘mereka’, ‘Islam’ sebagai ‘kami’ versus
‘Kristen, Budha, Hindu dan lainnya’ sebagai ‘mereka’. Pola klasifikasi berfungsi
ganda. Kesatu, untuk mengukuhkan sistem kebenaran yang dipraktekkan oleh
umat Islam (afirmasi). Kedua, sebagai piranti untuk mengembangbiakkan
stereotype terhadap pengalaman dan eksistensi kesejarahan di luar Islam. Dalam

sebuah firman Allah yang artinya ‘Sesungguhnya ad din yang diridlai oleh Allah
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adalah Islam’, ad din al Islam (agama Islam) tidak dimaknai sebagai sistem nilai
dan keyakinan yang memberi keselamatan, tetapi sengaja dipahami sebagai
institusi yang bernama Islam. Dengan pemahaman seperti ini, secara tidak sadar,
selain mengukuhkan kebenaran institusional, juga menolak insti)tusi lain diluarnya
(negasi). Maka ini artinya, (1) mengukuhkan sistem kebenaran yang diakui
bersama sebagai normalitas; sekaligus (2) mengubur dan menegasi sistem-sistem
kebenaran lain yang diasosiasikan sebagai abnormalitas yang dianggap bakal
mengganggu ketertiban sistem berpikir dan berperilaku masyarakat muslim.

Apa yang dapat ditarik sebagai pelajaran adalah, pengelompokan
seperti yang diuraikan diatas menandakan bahwa bangunan pemikiran
keislaman tidak bergulir secara obyektif. Ia selalu dipenuhi dengan tarik
menarik kekuasaan-pengetahuan yang pada gilirannya akan menjadi teknologi
yang canggih dalam mendisiplinkan sistem kognisi dan psikomotorik peserta
didik. Sistem kebenaran apapun yang berposisi diluar sistem kebenaran yang
diakui sebagai normalitas (aqidah akhlaq dan figh), dengan sendirinya akan
diasingkan dari memori dan daya jangkau berpikir individu-individu. Dalam
lokusnya lebih luas, bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat diandaikan sebagai
‘bebas nilai’ dan obyektif. Demikian gambaran teknik normalisasi dalam
pendidikan agama Islam.

Hal itu yang juga melatari mengapa teknik normalisasi juga didukung
oleh pesatnya pertumbuhan institusi sosial-keagamaan, semisal NU dan

Muhammadiyah. Institusi ini, diakui atau tidak, telah menjadi teknologi
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kebenaran yang sangat produktif dalam menata individu-individu tentang
yang benar dan yang tidak benar, karena pertumbuhan institusi-institusi
tersebut sekaligus menyediakan cara-cara mengoperasikan kontrol terhadap
sistem kebenaran dan pendisiplinan sosial yang disebar-luaskan melalui
struktur masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut dalam pemahaman Islam Nusantara yang dititipkan
kepada pendidikan Agama Islam, NU dan Muhammadiyah cukup
representatif untuk menghadirkan bagaimana pengetahuan tentang ‘Islam
modern’ diperkenalkan di Indonesia awal abad XX. Pada masa ini arti penting
proses-proses menormalkan sistem berpikir dan berperilaku agama secara
seragam dalam domain spirit modernitas mulai menghantui kesadaran
masyarakat muslim. Setelah satu abad bergulir, penampakan-penampakan
normalisasi mulai bisa ditangkap indikasinya.

Sebagaimana diketahui bersama, Islam modem adalah Islam yang
hendak dicitrakan sebagai yang secara revolusioner memiliki kepedulian
terhadap pembersihan pengetahuan agama atas persoalan-persoalan takhayul,
bid’ah dan khurafat. Sebuah entry point yang cukup jelas untuk dijadikan
gerakan pencerahan Islam yang pada masanya memang cukup populis untuk
dijadikan gerakan pencerahan Islam yang pada masanya memang diselimuti
pikiran-pikiran mitologis. Sebagaimana perguliran sejarah yang tidak pernah
natural, proses demikian ini kemudian diikuti oleh serangkaian model

identifikasi material atau teknik identifikasi, antara yang disebut ‘modemn’ dan
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yang disebut sebagai ‘tidak modern’. Awalnya memang hanya
mempersoalkan yang bid’'ah dan yang bukan bid’ah, selanjutnya kreatifitas
dualistic logic menjadi tumpah dan tidak terbendung membanjiri semua
domain sosial. Pada perilaku keagamaan, ada serangkaian identifikasi syar’i
yang secara formal ditampakkan menjadi identitas bagi kelompok sosial-
agama. Mulai disusun serangkaian klasifikasi etis bahwa untuk menghindari
bid’ah, individu mesti menanggalkan serangkaian tradisi agama yang secara
normatif tidak ditemukan dari sumber formal kebenaran tekstual. Klasifikasi
demikian berhasil membelah masyarakat menjadi dua kutub yang saling
berhadap-hadapan: barisan pembaru yang modern dan murni Islam (high
tradition), dan di seberang sana kelompok tradisional yang primitif dan
pengamal bid’ah (low tradition).

Pada ruang pendidikan Islam, teknik klasifikasi yang sama juga
dioperasikan. Proses belajar-mengajar diharuskan memakai kursi dan bangku,
pakai seragam dan tentu saja ditopang oleh komposisi pengetahuan yang
menjadi modal bagi peserta didik untuk membentuk diri menjadi yang
beridentitas Islam modern. Sekedar berseragam saja, cukup dijadikan modal
untuk mengklasifikasi mana yang tradisional (memakai sarung) dan bid’ah,
dan mana yang Islam modern.

Klasifikasi material ini yang pada gilirannya kemudian membentuk
atmosfer normalitas keberagamaan yang mengendap dalam kesadaran

individu beragama untuk mengubur dalam-dalam kesadaran lain kecuali
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identitas Islam modern. Dalam bahasa Foucault, ini yang menyemai lahirnya
identifikasi ‘kami’ dan ‘mereka’.

Yang mesti diperhatikan adalah bahwa klasifikasi identitas demikian
tidak secara substantif bisa diwakili oleh ormas-ormas Islam yang hadir bisa
diwakili oleh ormas-ormas Islam yang hadir pada masa itu, tetapi lebih pada
konfigurasi pikiran dan perilaku masyaraakat secara menyeluruh. Klasifikasi
material ini adalah murni keberhasilan bangunan pengetahuan yang
menundukkan struktur berpikir masyarakat tentang klasifikasi mana yang
dianggap modern dan mana yang dianggap tradisional-kampungan. Semua
domain sosial, mulai dari cara berpakaian, perilaku keagamaan, cara
merapikan organisasi-organisasi Islam, cara menata dunia pendidikan, semua
dihantui oleh konstruks pengetahuan kemodernan ini. Orang harus terkesan
mentereng di depan publik hanya untuk menyesuaikan diri dengan identitas
yang direproduksi melalui pengetahuan tersebut. Pendeknya ‘kami’ adalah
yang cukup memenuhi syarat untuk menjadi modern, dan yang harus
dimenangkan untuk membuang dan mengubur pengalaman masa lalu.
Demikian ini menyatakan bahwa dalam disiplin pengetahuan, sebenarnya
tersimpan seonggok energi yang cukup dahsyat untuk mengembangkan dan
mengukuhkan stereotype terhadap masa lalu dan sebagian kelompok yang
menganutnya dianggap merecoki normalitas kemodernan Islam.

Setelah uji identifikasi ini berlangsung selama hampir seabad,

atmosfer normalitas keberagamaan tersebut telah sedemikian kokoh dalam
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sistem pikir dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Konsekwensinya,
normalisasi pun juga telah merambah dunia pesantren. Di pesantren-pesantren
perubahan identitas telah sedemikian mendominasi pencitraannya sebagai
bagian institusi pendidikan yang harus dimodernkan. Tata cara belajar diubah
menjadi sedemikian formal, seragam sebagai atribut khas pesantren
diperkenalkan, dan pelan tapi pasti pesantren juga mengidentifikasi dir
menjadi  lembaga pendidikan yang menopang penuh  proyek
pembangunanisasi sebagai salah satu ikon modernitas yang disponsori oleh
negara.

Atmosfer demikian ini juga yang melahirkan sederetan aturan tentang
bagimana mendisiplinkan organisasi-organisasi Islam dengan tata nilai yang
berorientasi pada keteraturan pula. Tidak di Muhammadiyah, tidak pula di
NU, keduanya mendominasi peruabahan organisasi menuju identitas yang
disepakati sebagai kami. Lalu apa yang disingkirkan?

Yang dikuburkan dalam-dalam tentu saja pengalaman masa lalu, yang
diidentifikasi oleh pengetahuan sebagai yang tidak layak diberi tempat pada
bangunan keberagamaan yang dianggap beradab tersebut. Pengalaman
beragama yang diselimuti oleh kosmologi tahayul dan bid’ah, pola-pola
pendidikan yang mengandalkan berkah dan tirakat, keluguan retorik
masyarakat, pengelolaan organisasi agama yang selalu berorientasi pada
pengokohan pondasi kultural. Ini semua adalah masa lalu yang tidak layak

diberi posisi dalam ruang kemodernan yang dicitrakan sedemikian progresif
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dan mentereng. Standar nilai yang berhasil dikembangbiakkan oleh
pengetahuan-kekuasaan modem, senyatanya menjadi stereotype terhadap
sistem kognisi dan perilaku tradisional. Dan ini yang terus menerus
menghantui kesadaran masyarakat, melalui mekanisme pendidikan agama
Islam. Al hasil, NU dan Muhammadiyah nampaknya tidak selalu menjadi
ikon yang bisa dicirikan sebagai yang tradisional atau yang modern, tetapi
keduanya adalah institusi sosial keagamaan yang justru menjadi mesin
kesadaran akan pentingnya makna progresifitas dan hidup beragama secara
mentereng.

Teknik normalisasi ini juga yang selanjutnya bisa dijadikan alat baca,
mengapa di NU (yang selama ini dicitrakan sebagai yang tradisional)
sekalipun, pikiran-pikiran progresif dan hasrat menjadikan organisasi sebagai
yang formal birokratis, menjadi pengetahuan yang dominant. Begitu pula
gencarnya tema Islam Liberal (Islib) atau Post Tradisionalisme (Postra) yang
ditawarkan sebagai arus utama perdebatan, dapat juga disebabkan oleh
implikasi logis dari teknik normalisasi ini. Pada posisi ini, secara
berkesinambungan institusi pendidikan sengaja melakukan pola-pola teknik
demikian. Hanya NU dan Muhammadiyah yang mempunyai pengaruh besar
dan otoritatif di sebuah departemen yang menangani aspek-aspek pendidikan
agama peserta didik. Tidak untuk melakukan praktek pewacanaan

(discoursive practice) tentang Islam yang menyeru kepada kalimatun sawa’
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diatas keperbedaan, melainkan semakin mengurung diri dalam lubang hitam
sentimen dan dominasi kepentingan masing-masing pihak.

Teknik klasifikasi dan normalisasi sebenarnya adalah pra-kondisi yang
digelar secara politis untuk membentuk kedisiplinan setiap individu pada aturan
tunggal yang diabsahkan sebagai kebenaran. Inilah keterangan terakhir yang
disebut menelah dialaktika. Setelah teknik pemilahan berhasil mengkategorikan
mana yang salah dan mana yang paling benar; dan teknik normalisasi berhasil
memberi ruang bersemainya kekuasaan di bawah kontrol institusi sosial-
keagamaan sekaligus mengeliminir pihak-pihak yang dianggap diluar mainstream;
tahap selanjutnya adalah melakukan kemapanan (setled condition) dan pemapanan
(well established) suatu kekuasaan dengan mekanisme disipliner ilmu pengetahuan
(Figh dan Aqidah Akhlaq, misalnya), agar dapat dianggap obyektif dan berlaku
umum.

Dengan teknik ini, sebenarnya norma-norma sosial, etika keagamaan dan
pelbagai perangkat nilai keyakinan, direproduksi oleh institusi pendidikan agama
Islam dan dibuat seideal mungkin. Pola pendisiplinan ini telah menjadi energi
yang menetralisasi kesadaran individu-individu di dalam peserta didik menjadi
kesadaran yang ditautkan pada kebenaran tunggal yang dikokohkan strukturnya di
dalam sistem berpikir.

Artinya, tanpa harus menyentuh dan mengorganisir tubuh, individu
sendirilah yang merelakan diri untuk mengidentifikasi kesadarannya berdasarkan

sistem kebenaran pengetahuan agama. Sebuah penyerahan diri dan pembenaman
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kesadaran akan rasa nikmat, keindahan, kesenangan, kegairahan yang
distandarisasi berdasarkan kekuasaan-pengetahuan. Fenomena ini yang, dalam
analisa positivistik dianggap sesuatu yang natural dan obyektif (innate basic
needed).'

Dialektika pada pendidikan agama Islam adalah proses dinamis yang
menjadikan tubuh sebagai lokusnya. Dialektika pada dasarnya adalah teknologi
mencerna yang menautkan tubuh, hati, perasaan dan pikiran, untuk meminimalisir
persepsi makna kebenaran yang dikukuhkan menjadi standar tunggal normalitas
(kebenaran) kehidupan keberagamaan. Pretensi ke arah mainstream ini digiring
melalui pendisiplinan yang dirajut di dalam dua domain, pertama, domain
diskursif (discursive practices). Domain ini menginternalisasi dalam sebuah
semangat zaman (zeitgeist) peserta didik yang dimunculkan melalui konstruksi
konseptual keilmuan yang dengan sendirinya dianggap obyektif. Mereka secara
tidak sadar, pada hakikatnya tidak mempunyai pilihan apapun kecuali apa yang
dimanivestasikan oleh konsep-konsep ilmiah melalui kognisi sosial. Sehingga
keseluruhan unsur dari domain ini dalam bingkai ilmu pengetahuan keagamaan,
baik tafsir, akhlaqg maupun hukum-hukum formal diarahkan pada satu pemahaman
seragam. Pada posisi inilah kenapa absolutisme Syafi’iyah, Ahlussunnah wal
jamaah, maupun sufisme Sunni dianggap paling benar dan secara bersamaan

memposisikan yang lain (the other) dalam diskursus Islam sebagai yang salah.

! Budi F. Hardiman, Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan (Y ogyakarta:
Kanisius, 2008) h. 50-56.
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Tentu saja, untuk urusan-urusan non-Islam, kesadaran penolakan akan lebih keras
lagi.

Kedua, domain non diskursif (non-discursive practices). Domain ini
adalah, seperti yang telah disebut dalam teknik normalisasi di atas, aspek-aspek
institusional yang membatasi, mengatur dan mengontrol beroperasinya aturan-
aturan mekanistik dalam pendidikan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan pada
BAB 111, salah satu pemicu lahirya krisis multidimensional dalam pendidikan dan
kebangsaan adalah adanya sistem pendidikan yang formalistis dan verbalistik.
Aturan demikian tidak dianggap sebagai suatu yang timpang, karena aspek-aspek
diskursif juga telah berperan melegitimasi aspek-aspek non-diskursif-birokratis ini.

Hasilnya, ketimpangan-ketimpangan dalam pendidikan agama Islam
semakin lama tidak semakin berkurang, malah semakin menumpuk, seperti
fanatisme agama, diskriminasi dan konflik atas nama agama dan golongan. Semua

ini akibat dari minimnya dialektika dalam pendidikan Islam itu sendiri.



BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Dari uraian skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa:

Problem dielektika normativitas dan historisitas dalam pendidikan Islam
adalah beroperasinya dominasi beban-beban ideologis-eksklusif yang
potensial dalam agama. Problem titik temu antara yang normatif dan yang
historis ini tidak semudah memberi terminologi antara mana yang salah dan
yang benar. Selanjutnya, dijadikan untuk cara mengukuhkan kebenaran satu
pihak dan menegasikan pihak lain dalam konteks keberagamaan (afirmasi dan
negasi). Itulah yang kemudian disebut dialektika. Hasilnya adalah final bahwa
pendidikan agama Islam masih jauh dari ranah dialektis, di mana klasifikasi
dan normalisasi ini selanjutnya distandarisasi oleh piranti disiplin dalam ruang
institusional pendidikan yang mewujud pada formalisasi pendidikan dan
disiplin dalam ruang keilmuan (epistemologis) yang mewujud pada arahan-
arahan ilmiah yang obyektif atas aspek-aspek keberagamaan.

Epistemologi kurikulum telah memberi Implikasi yang dapat dilihat dari
minus dialektika di dalam realitas pendidikan Islam saat ini: perfama,
munculnya fanatisme keagamaan. Hal ini diawali dari adanya klaim
kebenaran (truth claim). Klaim ini pada dasarnya mempunyai dua sisi. Sisi

pertama mengandung nilai sebagai pembentuk dan penguat komitmen
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keagamaan di kalangan penganut agama. Dan di sisi lain, dalam konteks
interaksi antaragama, klaim kebenaran menyimpan potensi konflik yang
sangat kental terutama jika klaim itu dihadapkan kepada klaim kebenaran lain
yang dikandung oleh agama yang lain. Dan pada kenyataannya klaim pada
kategori kedua lebih sering diujarkan dan diajarkan pada sistem kurikulum
pendidikan agama Islam. Kedua, Diskriminasi yang merupakan suatu cara
pandang yang keliru terhadap fenomena agama lain yang berbentuk apologi,
a-priori, diskriminatif, standar ganda, atau curiga. Ketiga, konflik antar agama
dan antar golongan dalam agama, Konflik bisa ditimbulkan oleh agama kalau
doktrin agama mengeras, yakni mengkristalnya perasaan dan sikap eksklusif.
Sikap ini mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim dirinya paling
benar. Bentuk keberagamaan semacam ini potensial membawa konflik kepada

agama lain.

B. SARAN
1. Bagi Institusi Pendidikan Agama Islam di Indonesia harusnya menempatkan
telaah kritis atas sistem pendidikan agama Islam sebagai kontemplasi sistemik
untuk memajukan paradigma keilmuannya dan sistem pengajarannya.
2. Untuk mahasiswa, jangan jadikan institusi pendidikan agama Islam sebagai
satu-satunya muara mencerdaskan pola-pikir dan mendalami aspek-aspek
keagamaan. Sebab anda dapat belajar secara autodidak dan berguru secara

langsung kepada orang-orang yang anda pandang ahli di bidangnya. Pada saat
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yang sama, sistem akademis IAIN masih sedemikian rapuh, seperti dosen
pengajar yang kurang memiliki basis keilmuan di bidangnya tidak jarang
harus memberi tausiyah ilmiah yang tentu saja akan semakin merancukan

pola pikir mahasiswa.
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